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ABSTRAK

ACHMAD BALYA FARIH, Nomor Induk E84211045, Program Studi Filsafat
Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel
Surabaya.

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui proses perancangan,
pembahasan, dan penetapan perda (peraturan daerah) APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kabupaten Jember serta faktor yang
berpengaruh di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian
kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menggunkan
teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pernacangan, pembahasan,
dan penetapan dalam pembuatan Perda APBD di Kabupaten telah mengikuti
prosedur penyusunan APBD yang ada. Namun, dalam proses perencanaan Perda
APBD tidak maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan dikembalikannya KUA
(Kebijkan Umum Anggaran ) PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ke
pihak Eksekutif akibat adanya kendala seperti perubahan kelembagaan di lingkup
Pemerintahan Kabupaten Jember dan tidak sesuai dengan rancangan awal. Hal ini
membuat proses pembahasan cenderung lamban dan dinamis. Sedangkan proses
penetapannya dilakukan tepat waktu. Dalam proses tersebut melibatkan pihak
mengEksekutif dan Legislatif, namun dalam hubungan keduanya tidak terlalu baik.
Hal ini terlihat dalam proses pembahasan, dimana pihak Eksekutif dan Legislatif
saling mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan lambatnya
RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) diserahkan ke
mendagri (Menteri Dalam negeri) proses peancangan, pembahasan, dan penetapan
APBD 2017 di Kabupaten Jember di pengaruhi berbagai faktor, baik faktor
pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi peraturan
perundang-undangan dan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor pnghambat
meliputi perubahan kelembagaan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang membuat program-program yang
direncanakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran merupakan alat utama bagi Pemerintah untuk melaksanakan semua
kewajiban dan kebijakannya yang dituangkan dalam bentuk rencana-rencana
konkrit dan terintegrasi.? Rencana kebutuhan yang harus diakomodir dalam APBD

relatif banyak.

Mekanisme perubahan APBD 2017 yang mengacu pada ketentuan
perundangan yang telah ditetapkan Pemerintah, Implemntasi undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
membawa perubahan yang cukup besar pada tata kelola Pemerintahan di Daerah.?
Perubahan ini juga berimbas pada proses penyerapan anggaran Daerah. Penyerapan
anggaran APBD merupakan tahapan politis yang melibatkan DPRD selaku

Legislatif dan Kepala Daerah beserta jajarannya selaku Eksekutif.

2, Jurnal, Pengaruh Perilaku terhadap hubungan partisipasi anggaran. (studi empiris
pada pegawai pemerintah Kabupaten Jember). Vol 18, 2017.
3. Jurnal, Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, NO. 1, Mei 2016



Menurut ketua DPRD Jember H. Thoif Zamroni, “ditinjau dari, proses
penyerapan APBD jika dilihat dari nilainya, anggaran yang terserap sampai saat
ini hanya sekitar 45-55% (persen), dikisaran sebesar 900 Miliar, sehingga masih
ada anggaran sebesar 2,7 triliun yang masih belum terserap angka ini jauh lebih
besar dari tahun 2016, yang harus habis ahir tahun 2017 mendatang, anggaran 2,7
triliun belum termasuk dana SILPA tahun sebelumnya. Rendahnya penyerapan
anggaran akibat pelaksanaan seluruh kegiatan Pemkab tersentral kepada Bupati,
DPRD selaku agen dari masyarakat tidak diberikan mandat untuk memperjuangkan
kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, agar dapat diakomodir
dalam APBD®*. Demikian pula eksekutif selaku agen dari legislatif diharapkan
mengusulkan sesuai kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintah dengan

tujuan akhir kesejahteraan rakyat.

Permasalahan pada penyerapan anggaran dana bansos dan guru ngaji timbul
ketika Legislatif selaku agen dari Eksekutif tidak diberikan mandat untuk
mengakomodir anggaran dalam APBD.> Kebijakan penyerapan anggaran menjadi
ajang perebutan kepentingan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah (Eksekutif),
Legislatif, Partai Politik. Berbagai modus perilaku yang sering terjadi seperti
menetapkan alokasi anggaran yang dimodifikasi untuk memenuhi kepentingan

politik.

4, Kissfmjember, “akhir semester pertama penyerapan anggaran Kabupaten Jember”,
www.kissfmjember.com/2017/07/27/(Minggu,1April2018,21.45)
3 Thoif Zamroni, Wawancara, Tegalgusi, 14 Maret 2018.



http://www.kissfmjember.com/2017/07/27/(Minggu,1April2018,21.45)

Fenomena perilaku penyerapan anggaran sangat menarik diteliti lebih
lanjut, karena meskipun aturan formal tentang mekanisme penyerapan APBD telah
dirancang sedemikian rupa, namun pada prakteknya masih terjadi beberapa
penyimpangan. Meningkatnya kemiskinan indikasi terjadinya perilaku
penyimpangan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD
(Legislatif) dalam penyerapan anggaran APBD.° Ditinjau dari kinerja eksekutif dan
legislatif, asimetri informasi serta besarnya kekuasaan yang dimiliki Eksekutif
dalam pembahasan anggaran, telah menjadi pendorong terjadinya perilaku
penyimpangan dalam penyerapan anggaran yang akan mengesampingkan
kepentingan publik. Hal ini yang menimbulkan tidak harmonisnya pemerintahan
antara Eksekutif dan Legislatif yang berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi
pengeluaran pemerintah. Alokasi penyerapan anggaran ditingkatan untuk belanja
guru ngaji, dinas Komunikasi dan Informatika, bansos tidak terealisasikan dan
penyerapannya rendah sepanjang tahun 2017, semenetara untuk belanja kebutuhan
dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan terjadi peningkatan yang signifikan. untuk
pengeluaran Daerah, baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang

didanai dari Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri

(Permendagri) nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan Daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang

sah serta penerimaan pembiyaan.

8. Jurnal, Kajian Ekonomi Dan Keungan Daerah. Vol. 20. 2016-2017 him. 110-113



PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai
pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, legislatif akan mendorong
eksekutif untuk meningkatkan target pendapatan daerah sehingga dapat
meningkatkan alokasi anggaran untuk program yang mendukung kepentingannya.
Peningkatan jumlah PAD akan memberi peluang bagi penyerapan anggaran untuk
mengalokasikan dana yang lebih besar untuk bidang-bidang tertentu sesuai

prefensinya.

Sumber penerimaan lain untuk membiyiai pengeluaran Daerah adalah dana
Alokasi Khusus dan dana Alokasi Umum. Sesuai ketentuan undang-undang nomor
33 tahun 2004 tentang perimbangan keungan antara pemerintah pusat dan daerah,
dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang di
alokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana
alokasi khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas
dasar prioritas nasional dan untuk mendanai kegiatan khusus yang di usulkan oleh
Daerah. bidang pelayanan DAK terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan,
bidang infrastruktur, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelauatan, bidang

prasarana pemerintah, dan bidang lingkungan hidup.

SILPA adalah sisa lebih tahun sebelumn nya yang menjadi penerimaan pada
tahun berjalan yang merupakan sumber penerimaan internal Pemerintah Daerah
yang terdapat beberapa anggaran yang belum terserap sepenuhnya pada tahun
berjalan. Penggunaan SILPA adalah untuk melanjutkan kegiatan yang belum
selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya dan untuk membiyai kegiatan baru yang

tidak dianggarkan dalam APBD murni.



SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk
menutup defisit anggaran dalam APBD. Besaran angka SILPA tahun sebelumnya
diketahui secara pasti setelah laporan keungan pemerintah daerah (LKPD) tahun
sebelumnya yang disahkan.” Kondisi ini menjadi alasan bagi legislatif melihat
kinerja eksekutif yang lamban dan terkesan takut untuk mengalokasikan program
kegiatan yang dirancang sendiri. Perubahan ABPD 2017 akan dibuat penetapan tri

wulan yang secara otomatis program-program yang lain kan terbengkalai.
B. Rumusan Masalah

Penyerapan Anggaran dapat dilihat dari kecenderungan pengalokasian
Anggaran dalam jumlah besar untuk belanja Daerah yang dapat dimanfaatkan bagi
kepentingan tertentu yang bersifat pribadi atau kelompok, peningkatan alokasi
untuk infrastruktur, belanja hibah dan bansos diduga menjadi alat pemenuhan janji-
janji politik serta kerap menjadi sasaran korupsi. Sumber sumber pendapatan daerah
baik yang berasal dari pendapatan sendiri maupun dana tranfer dan penerimaan

pembiyaan diduga berpengaruh terhadap peningkatan alokasi belanja daerah.

7 .M.suarajatimpost.com, “SILPA Kabupaten Jember”,
www.m.suarajatim.com/2017/02/17/(Sabtu,selasa20Maret2018,20.35)



http://www.m.suarajatim.com/2017/02/17/(Sabtu,selasa20Maret2018,20.35)

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas tersebut, maka masalah

umum yang hendak dicarikan jawaban melalui penilitian ini sebegai berikut :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses Penyerapan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016-2017 di Kabupaten Jember?

2. Bagaimana proses pelaksanaan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) 2016-2017 Di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang diuraikan dalam rumusan masalah diatas
maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana faktor yang
mempengaruhi proses penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan Penyerapan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat akadekmik diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam
pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian hubungan
Eksekutif-Legislatif Dalam Penyerepan Anggaran.

a) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang hubungan eksekutif-legislatif dalam
penyerapan anggaran di kabupaten Jember, penilitian ini diharpakan dapat
dijadikan bahan kajian untuk pengembangan dalam penganggaran sektor publik

serta menjadi bahan bacaan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.



b) Manfaat Praktis

b)

Peneliti berharap penelitian ini menjadi acuan atau refrensi bagi :

Objek Peneliti

Dari penilitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk
menilai dan memahami prilaku pelaksanaan penyerapan anggaran dan
selanjutnya informasi tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada
Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan
penyerapan anggaran.
Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan Khazanah keilmuan maupun
wawasan bagi peneliti bagaimana mengaplikasikan teori hubungan antara
eksekutif-legislatif dalam kehidupan berpolitik yang diperoleh selama
proses belajar di Program Studi Filsafat Politik Islam (P1) Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk
menambah wawasan dan menjadi refrensi bagi mahasiswa politik UIN
Sunan Ampel yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya

yang relevan.

Pemerintah Kabupaten Jember
Dengan adanya penelitian tentang Hubungan Eksekutif-

legislatif dalam penyerapan anggaran di Jember. peniliti mengharap para



elit politik (eksekutif-legislatif) dapat menjadi masukan dalam
mengharmoniskan hubungan dan mampu untuk mengambil pengetahuan
beserta refrensi dalam hal penyerapan anggaran.

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi seluruh stake
holder yang berhubungan dengan penyerapan APBD dan menjadi
sumbangsih peneliti terhadap penyelenggara pemerintahan di indonesia

khususnya di Kabupaten Jember

E. Definisi Konsep

Dari uraian diatas tentang Hubungan Eksekutif-Legislatif dapat dijelaskan
bahwa setiap pemimpin memiliki cara kepemimpinan yang berbeda-beda
bagaimana cara tersebut mampu di apilikasikan untuk mempengaruhi anggota yang
di pimpin dan seorang pemimpin harus memahami situasi agar mampu
mengharmoniskan cara kepemimpinan yang akan diterapkan terhadap anggota

yang dipimpin.

Dari bebeapa penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa cara kepemimpinan
di Kabupaten Jember yang dimaksud oleh peneliti adalah norma prilaku pimpinan
(bupati) sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Jember dalam memimpin
anggota yang dipimpin serta bagaimana mengaplikasikan cara kepemimpinan yang

harmonis dalam proses pelaksanaan penyerapan anggaran.



F. Sistematika Pembahasan

Sistematika  pembahasan  merupakan runtutan  sekaligus  untuk
mempermudah penulisan skripsi, maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab dalam
beberapa bab terdapat sub sub bab sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Adapun

susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

a) Latar Belakang Masalah
b) Rumusan Masalah

c) Tujuan Penelitian

d) Manfaat Penelitian

e) Definisi Konsep

f) Sistematika Pembahasan

BAB Il : KAJIAN TEORI

a) Penelitian Terdahulu

b) Kerangka teori dalam sub sub bab

BAB Ill : METODE PENELITIAN

a) Pendekatan dan Jenis Penelitian
b) Lokasi Penelitian

¢) Jenis dan Sumber Data

d) Tahap-tahap Penilitian

e) Teknik Pengumpulan Data



10

f) Teknik Validitas Data

g) Teknik Analisa Data
BAB IV : HASIL PENELITIAN

a) Gambaran Umum Obyek Penelitian
b) Penyajian Data

c) Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)
BAB V : PENUTUP

a) Kesimpulan
b) Saran Dan Rekomendasi

c) Keterbatasan Penelitian

Bagian akhir dalam penulisan skripsi ini adalah daftar pustaka, lampiran-
lampiran meliputi instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, observasi,
dokumentasi, surat keterangan hasil penelitian, kartu konsultasi kepada dosen

pembimbing, biodata eksekutif dan legislatif, dan biodata penulis.



BAB |1

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda
APBD Di Provinsi Sulawesi Barat yang disusun oleh Megawati Nim E12113519
Fakultas IImu Sosial Dan Politik Program Studi llmu Pemerintahan Universitas

Hasanuddin Makasar Tahun 2017.8

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai
bagaimana Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda
APBD Di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan
Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara,
observasi, dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode
deskriptif-analitik yakni menganalisa data yang diperoleh sesuai dengan data dari
lapangan dan sumber data pada penelitian ini diantara gubernur sulawesi barat,
sekertaris daerah provinsi sulawesi barat, ketua DPRD provinsi sulawesi barat,

wakil ketua DPRD sulawesi barat, sekertaris DPRD provinsi sulawesi barat.

Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penetepan Perda APBD Tahun

2014 Di Kabupaten Barru yang disusun oleh Resky Sri Ramdani NIM. E12110105

8 Megawati, 2017, Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam pembuatan Perda
APBD (Study Kasus di Provinsi Sulawawesi Barat), Skripsi, Jurusan/Program Study IImu
Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar.

11
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Fakultas IImu Sosial Dan Politik Program Studi llmu Pemerintahan Universitas

Hasanuddin Makassar Tahun 2014.°

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan eksekutif
dan legislatif dalam penetapan perda APBD tahun 2014 di Kabupaten Barru. Tipe
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Tipe penelitian
ini akan memberikan gambaran faktual mengenai keterkaitan eksekutif dan
legislatif dalam penetapan APBD tahun 2014 di kabupaten Barru, teknik
pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara secara langsung
terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab
secara langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti dan
mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang
bersumber dari lembaga pemerintahan setempat serta study kepustakaan dengan
membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain,
yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, serta ditunjang dengan data

sekunder.

Hubungan Legislatif Dengan Eksekutif Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Di Kabupaten Sinjai yang disusun oleh Hisbullah NIM.

® Resky Sri Ramadani, 2014, Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Penetapan
Perda APBD Tahun 2014 Di Kabupaten Barru, Skripsi, Jurusan/Program Study IImu
Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar.
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10600106033 Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi llmu Hukum

Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Tahun 2010.'°

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat doktrinal
dan non doktrinal. Dikatakan doktrinal karena peneliti melakukan penulusuran dan
telaah serta analisis terhadap dokumen, peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dikatakan nondoktrinal, karena
peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota DPRD terutama dalam
menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua dalam penelitian ini.
Penelitian yang mengenai hubungan Legislatif dengan Eksekutif Ditinjau Dari

penelitian yang bersifat deskriptif.

B. Kerangka Teori

a) Pengertian Eksekutif (PEMERINTAH DAERAH)

Eksekutif berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana. Lembaga
eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan
perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Kekuasaan eksekutif
biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Badan eksekutif merupakan pemerintahan.
Dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan negara,

10 Hisbullah, 2010, Hubungan Legislatif Dengan Eksekutif Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Kabupaten Sinjai, Skripsi, Jurusan/Program
Study IImu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.
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untuk mencapai tujuan sebuah negara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
pemerintah. Yang mana organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri yang
masing-masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas

wewenang dan tanggung jawabnya.

Pemerintah melaksanakan pembangunan atas kehendak rakyat yang di
reprensentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem
penyusunan anggaran yang baik tentu akan menghasilkan anggaran yang
berkualitas dan sesuai dengan harapan di masyarakat. Salah satu tugas dan
Kewenangan Kepala Daerah yang berkaitan dengan peraturan Daerah yakni
mengajukan rancangan perda dan termasuk APBD kepada DPRD untuk dibahas
dan ditetapkan bersama DPRD. Realitas tersebut menunjukan berkaitan dengan
keterkaitan hubungan yang erat antara pihak eksekutif dan legislatif dalam

melahirkan peraturan yang memuat kepentingan rakyat.

Pemeritntahan Daerah dikembangan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi)
dan tugas perbantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah
provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya
melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
dasar. Oleh karena itu, hubungan yang di idealkan antara pemerintah pusat dengan
daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian,
fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian
permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi sebagaiman mestinya.
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Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pngambilan
keputusan secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola
sumberdaya yang dimiliki, sesuai prioritas dan potensi daerah itu sendiri tujuan
adanya otonomi daerah adalah untuk memperkuat kualitas pelayanan publik
terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hubungan yang di dealkan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi dengan pemerintah

daerah kota/kabupaten adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis.

“Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan
kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. dalam
proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke
pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari
pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus
kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah tingkat pusat, maka didealkan bahwa sejak
diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakanya
bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah™!!.

Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikemukan
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Secara formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai
dengan peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan literatur Otonomi dapat
dibedakan menjadi otonomi materil, formil, riil. Sebagai realisasi asas
desentralisasi kepada daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang

wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan.

" Jimly Assidigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme indonesia, jakarta, konstitusi press.
Him. 278
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b) Tugas Pokok Eksekutif (PEMERINTAH DAERAH)

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah
penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Moh.Kusnadi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa :

“ pembagian kekuasaan berarti kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan Hal ini membawa konsekuensi
bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama.”!?

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Jimly Asshiddigie yang mengatakan

bahwa:

“ kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam
cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan
saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.”!?

Namun keduanya ada titik kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi
atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau
pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama
yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada
satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Menurut de Montesquieu seorang sarjana hukum berkebangsaan Perancis yang
lahir pada tahun 1689 dalam bukunya yang berjudul LE sprit de Lois disebutkan

bahwa :

12 Kusnardi dan Harmaily lbrahim. 1988.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Ul
Press. Jakarta. hal: 140

13 7Asshiddigie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hal: 58



17

“ Dalam suatu kekuasaan pemerintahan harus dipisah-pisahkan dalam tiga jenis kekuasaan,
baik mengenai fungsi dan kewenangannya, maupun tentang alat perlengkapannya. Ajaran
Montesquieu tersebut dikenal dengan Trias Politica.”*

Secara singkat isinya adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Legislatif (le pouvoir legislatif), yaitu kekuasaan untuk
membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh suatu badan
Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen / DPR).

2. Kekuasaan Eksekutif (Bupati/Pemerintah Daerah), yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan undang-undang, mengadakan perdamaian dengan Daerah-
Daerah lain, menjaga tertib, menindas pemberontakan dan lain-lain.
Kekuasaan itu dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden, Gubernur, Wali
Kota/Bupati).

3. Kekuasaan Yudikatif (le pouvoir judikatif), yaitu kekuasaan untuk
menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan memberikan putusan apabila
terjadi perselisihan antara para warga. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh
badan peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lembaga
peradilan lainnya).

Indonesia secara eksplisit tidak menganut ajaran Trias Politica. Hal itu

diungkapkan oleh Moh. Mahmud. MD, bahwa:

“ UUD 1945 tidak menganut ajaran trias politica, karena poros-poros kekuasaan di
Indonesia tidak hanya terdiri dari tiga melainkan lima, yakni Legislatif (Presiden dan
DPR/DPRD), Eksekutif (Presiden), Yudikatif (Mahkamah Agung), BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) dan konsultasi (Dewan Pertimbangan Agung). Disamping kelima
lembaga tersebut, masih ada lembaga yang sifatnya suprematif, yakni Majelis
Permusyarawatan Rakyat (MPR). Namun demikian, dengan melihat adanya ketiga
kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sudah jelas bahwa UUD 1945 sangat

4 de Montesquieu. de Montesquieu. hal 152
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dipengaruhi oleh ajaran trias politica. Poros-poros kekuasaan Negara yang diletakkan pada
posisi yang terpisah mutlak, tetapi dijalin oleh satu hubungan kerjasama fungsional”.'>

Indonesia menganut doktrin trias politica dalam arti pembagian kekuasaan,
karena pada implementasinya lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif adalah
lembaga yang paling dominan berperan dalam menyelenggarakan Pemerintahan
sesuai dengan fungsinya. Diperlukan kemandirian dari masing-masing lembaga
tersebut dan tidak adanya intervensi satu sama lain. Hal ini penting dilakukan untuk
menjaga wibawa masing-masing lembaga tersebut.

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara seperti diatur di
dalam UUD (konstitusi) suatu Negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua
lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut pemegang
kekuasaan Pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD
1945. Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi Legislatif dan fungsi Eksekutif.
Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan
Eksekutif saja.!®
Menurut Ryaas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu :

1) Fungsi pelayanan (public service )

2) Fungsi pembangunan (development )

3) Fungsi pemberdayaan ( empowering )

4) Fungsi pengaturan (regulation ).

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam

kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara

15 Moh.mahfud. MD. 1999Hukum dan Pilar-pilar Demokratis, Gama Media, Yogyakarta
hal: 296
16 Talidziduhu Ndraha,Op cit, him 74
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tenang, tenteram dan damai.'” Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah
pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya
sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya
dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan.

c) Pengertian Legislatif (DPRD)

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.!® DPRD
dibentuk sebagai Legislatif di Daerah, kedudukan DPRD sejajar dengan kepala

Daerah, keanggotaan DPRD dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat.

Adapun fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang No 23 tentang Pemerintahan

Daerah dikatakan bahwa fungsi DPRD :

a) Fungsi Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. hal ini
tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan daerah
bersifat Ekslusif dan tertutup. Untuk itu, mekanisme penyusunan Perda
yang dituangkan dalam Peratuaran Tata Tertib DPRD harus dibuat

sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat. Fungsi ini

17" Afan Gaffar, Syaukani,Ryass Rasyid. Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar dan Pusat
pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan hal 24

18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, pasal 1
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dilaksanakan dengan cara membahas bersama bupati dan menyetujui atau
tidak, menyetujui rancangan Perda Daerah, mengusulkan rancangan Perda,
menyusun program pembentukan bersama Bupati.

b) Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk
persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Daerah tentang APBD
Kabupaten yang diajukan oleh Bupati.

c) Fungsi Pengawasan dalam hal ini, pihak legislatif mengontrol
pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijkan Pemerintah

Daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,selanjutnya
DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian DPRD provinsi melakukan
pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Serta DPRD
provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan
keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
membentuk peraturan Daerah Kabupaten bersama Bupati. Membahas dan
memberikan persetujuan rancangan peraturan Daerah mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diajukan oleh Bupati,
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, mengusulkan pengangkatan dan

pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Gubernur melalui Menteri
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Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau
pemberhentian, memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil
Bupati.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah, memberikan
persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten, meminta laporan keterangan pertanggung jawaban
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, memberikan
persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah, mengupayakan terlaksananya
kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak interpelasi, hak angket, dan
hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD (Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah) Kabupaten untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak
luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Hak angket adalah hak DPRD
Daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dan Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD

Kabupaten untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai
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kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Kabupaten disertai dengan rekomendasi

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak

angket.

d) Tugas dan Wewenang Legislatif (DPRD)

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur

dalam pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daearah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. adalah :

a)

b)

d)

f)

Membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat
persetujuan bersama

Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang undangan lainya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah.

Menguslkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala
daerah kepada presiden melalui mentri dalam negeri bagi DPRD provinsi
dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD
kabupaen/kota.

Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemeritah daerah

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
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g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan pemerintah daerah

h) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah

i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah

J) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

e) Pengertian Hubungan Eksekutif-Legislatif

Hubungan anatara pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dalam
konteks tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit banyak ikut
menentukan terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program
pembangunan daerah. '’karena itu hubungan anatara pemerintah daerah (eksekutif)
dan DPRD (Legislatif) seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya
setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakan bahwa diantara
lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar,
artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat
kebijakan daerah berupa peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakana bahwa
antara pemerintah daerah dengan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam

membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan

'8 Anwar Arifin, public relation, pustaka indonesia, jakata. 2007, him.26
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fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu
hubungan kerja yang bersifat saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan
ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-
masing. Eksekutif melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan
dan pembangunan, disisi lain tugas-tugas tersebut akan diawasi pelaksanaannya
oleh lembaga legislatif sebagaimana tertera dalam undang-undang nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah. Sistem presidensial (presidensil), atau disebut
juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik

indonesia dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasaan legislatif.’® Sistem pemerintahan dengan bentuk kabinet Presidensial

merupakan kabinet yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden,
agar para menteri tidak berlindung dibawah kekuasan presiden apabila melakukan
kesalahan. Badan legislatif (DPRD) dengan badan eksekutif (Bupati) harus
mengawasi secara ketat (cheking power with power). Presidensil cenderung
memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangat sedikit media
tempat dimana ekskutif dan legislatif dapat saling bertanya satu sama lain. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu alat Daerah disamping kepala Daerah.

di dalam umum penjelasan umum undang-undang diterangkan bahwa :

“kontruksi yang demikian ini menjamin adanya kerjasama yang serasi antara Kepala
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di
daerah Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah ada pembagian
tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan Dewan

20 Ali Faried, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, jakata, Bumi Aksara, 2005,
him.27
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Perwakilan Rakyat Daerah yaitu kepala Daerah yang memimpin dibidang Eksekutif dan
Dewan Perwakilan Daerah bergerak dibidang Legislatif?!

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tugas pokok Kepala Daerah
adalah sebagai pelaksana kebijakan Daerah atau Administrator sedangkan tugas
pokok DPRD adalah menetapakan kebijakan Daerah atau Administrator, se Daerah.
Kebijaksanaan itu diwujudkan dalam bentuk peraturan Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi secara singkat DPRD mempunyai dua fungsi

yakni :

1. Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan Daerah.
2. Sebagai pengawas atau pelaksana kebijaksanaan Daerah yang dijalankan

oleh Kepala Daerah.

DPRD sebagai mitra kerja eksekutif, tentu akan dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemerintah di Daerah, DPRD sebagai mitra eksekutif bukanlah
berarti bekerja samauntuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak dalam arti
kepentingan perseorangan, kelompok dan atau kepentingan partai, akan tetapi
semata-mata antar dua lembaga tersebut dalam mengambil kebijakan-kebijakan
yang telah disepakati secara bersama-sama dapat diimplementasikan untuk

kepentingan rakyat di Daerah dan Negara.

Pola hubungan antara Kepala Daerah (Eksekutif) dengan DPRD (Legislatif)
terdiri dari tiga pola hubungan yang secara realistik dapat dikembangkan. Ketiga

hubungan itu yakni pertama, bentuk komunikasi sebagai salah satu bentuk proses

2! Bintan Raden Seragih,”Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan
Beberapa Aturan Lainnya tentang Pemrintah Daerah Indonesia * Fakultas Hukum
Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta 1984, him 510-511.
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penyampaian pikiran, perasaan dari seseorang kepada orang lain.?? Istilah
komunikasi (Indonesia) diambil dari perkataan inggris yaitu communication.”
Komunikasi merupakan suatu cara untuk menghubungi orang-orang lain dengan
perantara ide, fakta, pikiran, dan nilai merupakan jembatan pengertian diantara
orang-orang sehingga mereka dapat membagi apa yang mereka rasakan yang
diketahuinya.>* Kedua, bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah
dan pengembangan regulasi. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua
orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian berkembang dengan
munculnya pengertian-pengertian baru yang lebih kontemporer sesuai dengan
pergerakan zaman. Kerjasama pada zaman dulu identik dalam usaha perdagangan,
sedangkan pada masa sekarang kerja sama menyentuh semua bidang, baik dalam
bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Kerjasama yang khususnya dalam bidang
politik yaitu antara Eksekutif dan Legislatif mencakup segala proses perumusan
kebijakan yang ada pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan Daerah
(perda) yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus
ditetapkan oleh pemerintah daerah (Bupati) bersama DPRD, sesuai dengan pasal
241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua lembaga ini mempunyai
kedudukan yang sederajat dan memiliki hubungan timbal balik yang saling
mempengaruhi. Ketiga, klarisifikasi merupakan bentuk penjelasan dalam hal
bentuk pembenaran suatu masalah. Pada pembahasan pembuatan perda dibutuhkan

klarisifiakasi agar mampu mewujudkan dan menghasilkan keputusan yang

22 Erliana Hasan, Komunikasi Pemerintahan, Refika Aditama, Jatinagor, 2005, him 17.
23 Abburachman, Oemi, Dasar-dasar Public Relations, alumni, Bandung, 1995, him 56.
24 Anwar Arifin, Public Relation, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2007, him 33.
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maksimal. Pada prinsipnya urgensi jenis hubungan antara eksekutif dan legislatif
meliputi hal-hal berikut yaitu: representasi, anggaran, pertanggung jawaban,
pembuatan peraturan daerah, pengangkatan sekertaris daerah, pembinaan dan
pengawasan. Hubungan Legislatif dengan Eksekutif akan muncul berkaitan dengan
dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing terutama bidang tugas yang

menjadi urusan bersama dalam pembuatan, penyusunan, pelaksanaan perda APBD.

f) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Legislasi) dalam arti sempit merupakan proses dan produk
pembuatan undang-undang. Lagislasi adalah termasuk pula pembentukan peraturan
pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat pendelegasian
kewenangan dari undang-undang (delegation of rule making powerby the laws.
“menurut bambang pelasara bahwa peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang

strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam

pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.”%

Menurut badan pembinaan Hukum Nasional, Perda memiliki beberapa fungsi yaitu

1. Sebagai Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan
tugas pembantuan sebagaimana UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang
Pemerintah Daerah.

2. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman Daerah, serta penyalur

aspirasi masyarakat di daerah. yang mana pengaturannya tetap dalam

25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 Ayat 6
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kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945.

3. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.2

Proses pembentukan suatu Undang-Undang atau perda dapat diurut sebagai
berikut:

a) Tahap Perencanaan

Tahap pertama pembentukan UU atau Perda (Provinsi maupun
Kabupaten/Kota) pada dasarnya adalah sama, yakni diawali dengan tahap
perencanaan yang dituangkan dalam bentuk program legislasi. Untuk program
pembentukan undang-undang disebut program legislasi nasional (Prolegnas),
sedangkan untuk Program Pembentukan Perda disebut program legislasi daerah
(Prolegda) Provinsi, Kabupaten/Kota. Program legislasi nasional (Prolegnas)
adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-undang yang
disusun secara berencana, terpadu dan sistematis sedangkan Program Legislasi
Daerah (Prolegda) adalah instrument perencanaan pembentukan peraturan daerah
yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

b) Tahap Perancangan

1) Perumusan Ranperda dilakukan dengan mengacu pada naskah akademik.

%6 Sucy V.M, “Fungsi Perda”, Blogspot diakses dari
http://sucyvira.blogspot.com/2012/10/fungsiperda. html
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2)

3)

4)

5)

6)
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Hasil naskah akademik akan menjadi bahan pembahasan didalam rapat
konsultasi.
Pembahasan di dalam rapat konsultasi adalah untuk memantapkan konsepsi

terhadap ranperda yang direncanakan pembentukannya secara menyeluruh
(holistis).

Pembentukan Tim Asistensi.Tim asistensi dibentuk guna membahas/
menyusun materi ranperda dan melaporkannya kepada kepala daerah
dengan segala permasalahan yang dihadapi.

Konsultasi Ranperda dengan pihak-pihak terkait

Persetujuan Ranperda oleh kepala daerah.

Tahap Pembahasan

Pada tahap pembahasan, Ranperda dibahas oleh DPRD dengan Gubernur,

Bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui

Ranperda dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif kepala

daerah. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah lebih dikenal dengan tahap

pembicaraan rancangan peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan

Peraturan Daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan setelah tahap

rancangan peraturan daerah telah disetujui dan telah layak dibahas pada sidang

paripurna.

d)

Tahap Pengundangan

Undang-undang atau perda yang telah ditetapkan, selanjutnya diundangkan

dengan menempatkannya didalam lembaran daerah oleh sekertaris daerah,
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sedangkan penjelasan perda dicatat didalam tambahan lembaran daerah oleh
sekretaris daerah, atau oleh kepala biro hukum/ kepala bagian hukum.

e) Tahap Sosialisasi

Meskipun Perda telah diundangkan didalam lembaran daerah, namun belum
cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui
eksistensi perda tersebut. Oleh karena itu, Perda yang telah disahkan dan
diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan.

f) Tahap Evaluasi

Untuk dapat mengetahui sejauh mana pengaruh sebuah Perda setelah
diberlakukan, maka perlu dilakukan evaluasi. Melalui evaluasi akan dapat diketahui
kelemahan dan kelebihan Perda yang sedang diberlakukan, yang selanjutnya guna
menentukan kebijakan-kebijakan, misalnya apakah perda tetap dipertahankan atau
perlu direvisi.?’

Namun, berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa
pembentukan Perundang-undangan mencakup tahap perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Tahapan tersebut
adalah prosedur baku yang harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan
Perudangundangan termasuk Peraturan Daerah. Pembentukan peraturan daerah
merupakan kewenangan Kepala Daerah bersama DPRD. Berdasarkan ketentuan di

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun

27 Hamzah Halim dan K. Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan
Daerah, Kencana, Jakarta, 2009, him 98-102
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2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah menyatakan bahwa inisiatif

pembentukan peraturan yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh sekretariat

daerah/bagian hukum dengan mekanisme berikut ini:

1.

Rancangan peraturan daerah disusun oleh pimpinan unit kerja berkaitan
dengan materi muatan yang akan diatur dan rancangan peraturan daerah
dibentuk oleh tim antar-unit kerja dimana ketua tim berasal dari pimpinan
unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Konsep rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh unit kerja harus
dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari: maksud dan tujuan
pengaturan, dasar hukum, materi yang akan diatur, dan keterkaitan dengan
peraturan perundang-undangan yang lain.

Konsep yang telah disusun oleh kerja disampaikan kepada sekretariat
daerah melalui bagian hukum, kemudian sekretariat daerah menugaskan
kepada biro/ bagian hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan
sinkronisasi pengaturan.

Biro hukum atau bagian hukum akan mengundangkan pimpinan unit kerja
maupun unit kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep peraturan
daerah yang diajukan.

Biro/bagian hukum menyusun penyempurnaan (konsep final) untuk
diteruskan kepada kepala daerah kemudian kepala daerah mengadakan
pemeriksaan dengan dibantu sekretaris daerah.

Konsep rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh kepala daerah

berubah menjadi rancangan peraturan daerah.
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7. Rancangan peraturan Daerah disampaikan Kepala Daerah kepada ketua
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) disertai pengantar untuk
memperoleh persetujuan Dewan.?®

Sementara tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah yang berasal dari

inisiatif DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) diatur di dalam peraturan tata
tertib DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Misalnya, pasal 138 Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 tahun 2014
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Jember menyatakan bahwa :

1. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang Anggota DPRD yang
mengajukan usul prakarsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan kepada
pimpinan DPRD dalam bentuk Ranperda disertai penjelasan secara tertulis
dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

3. Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat
Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.

4. Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) para
pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana
yang dimaksud pada ayat(3).

5. Pembicaraan mengenai suatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan
kesempatan kepada :

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya.

%Ibid.,hlm 51
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b. Gubernur untuk memberikan pendapat.
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan pendapat Bupati.

6. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul
berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau
menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
8. Tata cara pembahasan Ranperda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan
yang berlaku dalam pembahasan Ranperda atas prakarsa Gubernur.
Pembahasan rancangan peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap
pembicaraan rancangan peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan
peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan setelah tahap
rancangan peraturan daerah telah disetujui dan layak dibahas pada sidang paripurna.
Dalam pembentukan peraturan daerah, penetapan rancangan peraturan daerah
merupakan tahap pengambilan keputusan terbentuknya suatu peraturan daerah.
Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui pada tahap pembahasan,
disampaikan kembali oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan
sebagai peraturan daerah.

g) Anggaran Pendapatan dan Belanja

Menurut peraturan dalam negeri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017,
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya di singkat APBD, Adalah

rencana keungan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh



34

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
berdasarkan permendagri No 13 tahun 2006 bahwa struktur APBD (Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah) merupakan satu kesatuan terdiri dari pertama

Pendapatan Daerah kedua Belanja Daerah dan. ketiga Pembiyaan Daerah.

1. Anggaran pendapatan daerah, terdiri atas.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

c. Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2. Anggaran belanja daerah, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintahan di daerah.

3. Pembiayaan daerah, vyaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan  maupun  tahun-tahun

anggaran berikutnya.
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggabarkan dan menjelaskan bagaimana hubungan-
Eksekutif-Legislatif dalam penyerapan anggaran di kabupaten Jember yang
dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian
Kualitatif adalah penilitian yang bersifat dan memiliki karakteristik,>® bahwa
dasarnya menyatakan dalam keadaan sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural

setting) dengan tidak merubah bentuk simbol-simbol atau bilangan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Deskriptif adalah data yang digunakan untuk menganalisis data dengan
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum.’?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang berhubungan
dengan tema yang diangkat penulis. Di dalamnya terapat upaya mendeskripsikan,

mencatat, dan menganalisis hubungan Eksekutif-Legislatif dalam penyerapan

22 Hadari Nawawi dan Mini Martini, 1996, Penelitian Terapan, Gajah Mada University
press, Yogyakarta, hal 174.

39 Sugiono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, CV ALFABETA,
Bandung, hal. 174.
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anggaran (APBD) Kabupaten Jember 2016-2017. Berdasarkan penelitian yang
akan dilakukan ini, maka penulis akan menggambarkan tentang HUBUNGAN
EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM PENYERAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN JEMBER

2016-2017.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dimana titik pengambilan data

pada Kantor Bupati dan DPRD untuk mengetahui proses pembuatan Perda APBD

2017. di JI. Sudarman No 1 Jember lor Patrang Jember.
C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan Sumber Data meliputi sebagai berikut :

a. Jenis data

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh peneliti merupakan jawaban atas
pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap obyek yaitu tentang hubungan
Eksekutif-Legislatif dalam penyerapan anggaran di Kabupaten Jember kemudian
diajukan terhadap masalah dirumuskan di latar belakang yang telah ditetapkan pada

penelitian ini, terdapat dua jenis data yaitu :

1) Data Primer (pokok)
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Sumber primer adalah sumber data yang langsung yang memberikan data
langsung ke pengumpul data.>! Dalam hal ini data yang akan dikumpulkan oleh
peneliti mengenai Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam penyerapan anggaran di
Kabupaten Jember kemudian untuk menambah data yang dibutuhkan lagi, peneliti
mencari informasi tambahan sebagai data kepada orang yang berkenan dengan
objek peneliti yaitu wakil bupati, wakil DPRD, Kasubbag Umum, Staff Subbag
Umum dan Anggota pemerintah daerah yang ada dibawah naungan Eksekutif-

Legislatif.
2) Data Sekunder (penunjang)

Data Sekunder adalah data atau sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.*? Data
sekunder merupakan data pelengkap yang dianggap penting untuk mendukung data

pokok.

Adapun jenis data sekunder yang dimaksud oleh peneliti sebagaimana

berikut :

a) ldentitas Kabupaten Jember
b) Sejarah Singkat Kabupaten Jember
c) Letak Geografis Kabupaten Jember

d) Struktur Pemerintah Kabupaten Jember

31 Sugiono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, CV ALFABETA,
Bandung, hal. 225.
32 Sugiono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, CV ALFABETA,
Bandung, hal. 225
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e) Profil Pemerintah Daerah Kabupaten jember
f) Visi-Misi Bupati Kabupaten Jember

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data meliputi :

1. Responden yaitu pimpinan (Bupati-DPRD) Jember terkait hubungan
Eksekutif-Legislatif dalam penyerapan anggaran di Kapubaten Jember.

2. Informan, yaitu Kasubbag Umum, Staff Subbag Umum dan Anggota
pemerintah daerah  yang ada dibawah naungan Eksekutif-Legislatif
Kabupaten Jember.

3. Dokumen, yaitu data yang dimiliki Kabupaten jember untuk melengkapi
data yang sudah ada.

D. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan diuraikan sebagai

berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam melaksanakan tahapan pra lapangan oleh peneliti adalah sebagai berikut

a) Menyusun Rancangan Agenda Penelitian
1. Kajian pustaka disertai teori
2. Memilih lapangan penelitian

3. Menentukan jadwal penelitian
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4. Rancangan pengumpulan data dan analisis data
5. Kesipulan hasil penelitian

b) Memilih Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau menulusuri obyek maupun
subyek yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam pemilihan lapangan penelitian,
peneliti menentukan obyek peneliti yakni kantor Pemerintah Daerah Kabupaten

Jember.

c) Mengurus Perizian Penelitian

Peneliti mengurus surat perizinan kepada pihak ketua program studi politik islam
(PI) fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya untuk diberikan
kepada lokasi penelitian yaitu Eksekutif-legislatif yang bertempat di JI. Sudarman

No. 1 Jemberlor-Patrang-Jember.

d) Memilih Obyek Penelitian

Dalam hal ini peneliti meninjau langsung kondisi keadaan maupun situasi di kantor
pemerintaha daerah kabupaten jember dan berdiskusi santai dengan obyek yang
diteliti oleh peneliti tentang hubungan Eksekutif-Legislatif dalam penyerapan

anggaran di kabupaten jember.

e) Memilih Informan Dalam Penelitian

Informan disini meliputi Kasubag Umum, Staf Subag Umum dan Anggota
pemerintah Daerah yang ada dibawah naungan Eksekutif-Legislatif Kabupaten

Jember.
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f) Menyiapkan Peralatan Penelitian

Demi kelancaran yang akan dilakukan oleh peneliti, ada beberapa yang
dipersiapkan oleh peneliti diantaranya perlengkapan materi (panduan wawancara)
maupun non materi meliputi alat tulis menulis dan hal-hal yang berhubungan

dengan penelitian.
2. Tahap Pekerja di Lapangan
a) Memahi Latar Penelitian dan Persiapan diri

Dalam memahami latar penelitian, peneliti perlu memahami penelitian
terdahulu untuk dijadikan sebuah acuan agar kegiatan wawancara dengan informan

berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang diharapkan.
b) Memasuki Lapangan Penelitian

Dalam memasuki lapangan penelitian, peneliti mencari data atau informasi
tentang apa yang diteliti oleh peneliti meliputi Hubungan Eksekutif-Legislatif

dalam penyerapan anggaran di kabupaten jember.
c) Berperan Serta Mengumpulkan Data Penelitian

Dalam hal ini, peniliti berperan aktif dalam mencari data informasi data yang

diperoleh dari objek yang diteliti.
d) Tahap Analisis Data

Tahap analisis data disini yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah
atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam latar belakang

masalah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan proses mencari dan menyusun
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secara sistematis data yang diperoleh dari hasil telaah pustaka, wawancara, dan

hasil dokumentasi.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung
dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena
diaggap paling banyak mengetahui atau bahkan terlibat langsung dalam kerja sama
pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah di kabupatn jember.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan teknik penarikan sampel secara
subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, peneliti menganggap bahwa informan
yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang

akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1) pimpinan (Bupati-DPRD) Jember terkait hubungan Eksekutif-Legislatif
dalam penyerapan anggaran di Kapubaten Jember.

2) Kasubbag Umum, Staf Subag Umum dan Anggota Pemerintah Daerah yang
ada dibawah naungan Eksekutif kabupaten Jember.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode survey dengan teknik

: Observasi, Wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara (Interview)
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Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, dan
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam

dan jumlah respondennya sedikit/kecil .3

Jenis pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dalam wawancara ini adalah
pertanyaan tebuka. Alasannya karena ini memungkingkan perolehan variasi
jawaban sesuai dengan pemikiran informan. Dalam hal ini, informan dapat
memberikan jawaban secara lebih terinci serta mendapatkan kesempatan
mengekpresikan caranya dalam menjawab pertanyaan. Dalam rangka mengatasi
kemungkinan adanya jawaban yang tidak sesuai atau tidak relevan dan tidak
standar yang mempersulit pengolaaan data maka peneliti berusaha sedapat mungkin
menanyakan informan untuk memperoleh jawaban misalnya dengan menggunakan

teknik proling (mengorek jawaban informan agar terarah pada tujuan peneliti).

Adapun dari tujuan wawancara wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah
untuk menemukan jawaban terkait rumusan masalah yang ada latar belakang dalam
penulisan skripsi yaitu hubungan eksekutif-legislatif dalam penyerapan anggaran di

Kabupaten Jember.
2. Observasi (pengamatan)

Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti melihat dan

memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara

33 Sugiono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, CV Alfabeta,
Bandung, hal. 137.
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akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan, hubungan antar

aspek dalam fenomena tersebut.*

Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang prilaku, aktifitas,
peristiwa, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang ditetapkan oleh
peneliti meliputi Kasubbag Umum, Staff Subbag Umum dan Anggota pemerintah

daerah yang ada dibawah naungan Eksekutif-Legislatif Kabupaten Jember.

Agar hasil observasi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka hasil
observasi akan dibandingkan dengan hasil observasi lainya misalnya wawancara

dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengupulkan
data-data yang terekam dalam dokumen baik dokumen pribadi maupun
dokumentasi yang bersifat umum. Dokumen pribadi adalah catatan, rekaman, atau
karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan dan pengalamannya.
Pengumpulan dokumen ini dimaksud untuk memperoleh kejadian nyata tentang
situasi di struktur pemerintah daerah kabupaten jember. Adapun dokumen resmi

dimaksud untuk menggali data yang dipublikasikan.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif. Dengan metode ini diharapkan peneliti mampu

menganalisa secara mendalam dan dapat berifikir bebas kemudian di tarik

34 Marsuhan, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Hilal Pustaka, Surabaya, hal. 212.
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kesimpulan, proses analisa datanya dilakukan dengan tahapan-tahapan reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data merupakan salah satu pijakan serta dasar objektif dari hasil
yang di lakukan dengan pengecekan kualitatif. Dalam teknik pengecekan data yang
sudah di dapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang sudah disebutkan

diatas.

a. Perpanjangan Waktu

Untuk mendapatkan data yang lebih valid maka peneliti disini melakukan
perpanjangan waktu selama berada di lapangan dengan harapan data yang diperoleh

benar-benar valid sesuai fakta yang ada.

b. Pendalaman observasi

Selain itu peneliti juga akan melakukan pendalaman observasi agar dalam
penelitian yang dilakukan peneliti saat berada dilapangan dapat dipertanggung

jawabkan keabsahan datanya.

c. Triangulasi Data

Agar dalam penelitian ini mendapatkan data yang lebih banyak lagi dengan
tujuan mendapatkan data yang benar-benar valid, maka peneliti melakukan teknik
pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi data. Dalam metode

triangulasi data terdapat beberapa cara, salah satunya menggunakan beberapa
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sumber data. Peneliti ingin membandingkan dan mengecek ulang derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh peneliti melalui waktu dan alat yang

berbeda dalam penelitian kualitatif.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disini merupakan proses pencandraan (description) dan
penyusunan material lain yang telah terkumpul, agar dapat disempurnakan
pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian disajikan kepada orang lain
dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan dari lapangan.
Analisis data dilakukan secara induktif yaitu bertumpu pada fakta peristiwa yang
dikaji lebih khusus yang selanjutnya dijadikan konklusi yang bersifat umum.
Karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari dedukasi teori, tapi dimulai dari data

empiris untuk menganilisis data yang di peroleh dari hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu
bahwa data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya

dianalisa. Data-data tersebut dianalisis dengan memberi pemaparan gambaran
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mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, keadaan geografis,
hubungan antara eksekutif-legislatif dalam penyerapan anggaran di kabupaten
jember. Obyektivitas harus dijaga sedemikian rupa agar subjektivitas peneliti
membuat interpretasi dapat dihindarkan. Analisis ini dilakukan dengan perumusan
masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur
pengumpulan data, meentukan prosedur pengelolaan informasi atau data menarik
kesimpulan penelitian. Dari uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif yaitu menggambakan secara fakta dan karakteristik objek yang
diteliti secara tepat sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan tujuan yang telah

dirumuskan diatas.

Tahapan Analisis Data yang di lakukan oleh penulis, yaitu :

a. Pengelompokan Data, tahapan ini adalah tahapan awal yang dilakukan oleh
peneliti dalam rangkaian analisis data untuk mengelompokkan hasil temuan
diantaranya hasil wawancara dari setiap informan, hasil studi pustaka yang
dilakukan dan dokumen yang diperoleh penulis.

b. Reduksi Data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mentah,
dengan menggunakan alat seperti alat perekam, catatan lapangan serta
observasi yang dilakukan oleh penulis selama berada di lokasi penelitian.
Pada tahapan ini penulis sekaligus melakukan penyeleksian,
penyederhanaan, pemfokusan, data dari lapangan dan transkip hasil
wawancara.

c. Analisis isi. Tahapan analisis dilakukan berdasarkan hasil reduksi data

penelitian untuk mendapatkan tingkat perbedaan dan hubungan atau
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korelasi dari setiap temuan baik hasil wawancara, studi pustaka dan
dokumen.
d. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis berdasarkan

hasil analisis isi yang dilakukan untuk memperjelas hasil temuan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jember

1. Identitas Kabupaten Jember

a.

b.

Negara : Indonesia
Provinsi : Jawa Timur
Ibu Kota : Kota Jember
Hari Jadi : 1 Januari 1929
Dibentuk

% 14 Januari 1950, Sebagai Kabupaten

s 19 April 1976 sampai 8 Juli 2003, sebagai Kota Administratif
Pembagian Administrasi

% 31 Kecamatan

% 248 Kelurahan/Desa

Kantor Bupati : JI. PB. Sudirman No.1, Jember
Pemerintahan

«+ Jenis : Pemerintahan Kabupaten

¢ Bupati : dr. Hj. Faida, MMR.

% Drs. KH. Mugqit Arif

Luas Wilayah

% Total : 3,923.34 km (1,514.81 sqmi)

¢+ Titik tertinggi : 2.500 m (8,200ft)

48



+¢+ Titik terendah : 0 m (Oft)
Populasi
% Total : 2,419,000
+ Kepadatan : 620/km (1.600/sq mi)
% Laki-laki : 1,188,866 Jiwa
¢ Peempuan : 1,230,134 Jiwa
Demonim : Pandalungan (campuran)
Etnik
¢ Suku Bangsa : Osing, Jawa, Tionghoa, madura, dll.
. Kepercayaan/Agama
% Islam : 93.50%
% Hindu : 3.90%
% Kristen Protestan : 1.25%
% Kristen Katolik : 0.72%
% Budha : 0.60%
¢+ Khonghucu : 0.03%

Bahasa

K/
L X4

madura

K/
L X4

Jawa

K/
L X4

Osing

7/
°

Indonesia
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2. Sejarah Kabupaten Jember

Gamabr 1.1 : Lambang Kabupaten Jember®

Daun Perisai, merupakan lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran.
Warna merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam segala tindakan bagi
Aparat Pemerintah Daerah, sedangkan warna kuning menunjukkan keluhuran,

kebijaksanaan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas kewajiban.

Bintang berwarna putih bersih, melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
bersudut lima berarti Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah Bangsa
Indonesia. Ini merupakan cermin dari warga masyarakat Kabupaten Jember yang

agamis.

Padi dan kapas, melambangkan sandang dan pangan, dengan kata lain sebagai
gambaran kesuburan yang melimpah ruah bagi daerah Kabupaten Jember. Gambar
padi berjumlah 17 butir dan kapas berjumlah 8 buah, melambangkan saat-saat
bersejarah bagi Bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan, yakni 17

Agustus 1945 saat negara Republik Indonesia diproklamirkan.®

35 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember
3¢ Badan pusat statistik kabupaten jember dalam angka tahun 2016
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Segi lima berwarna putih, melambangkan Pacasila yang merupakan dasar dan
falsafah negara dan Bangsa Indonesia khususnya terhadap sila Ketuhanan YME

yang senantiasa menjiwainya.

Daun Tembakau, melambangkan bahwa Kabupaten Jember selain dikenal
sebagai gudang pangan, juga dikenal sebagai daerah penghasil komodutu tembakau
yang cukup terkenal dan menghasilkan devisa cukup besar bagi negara disamping

komoditi perkebunan lainnya.

Bangunan Gedung Pemda, yang menggambarkan bahwa Pusat pemerintahan di
Kabupaten Jember dikendalikan dari gedung ini, Sesanti “CARYA DHARMA
PRAJA MUKTI” mempunyai arti berkarya dan mengabdi untuk kepentingan

bangsa dan negara.

Jember pada 1859 dimulai dari sebuah perkebunan yang namanya LMOD, atau
lebih lengkapnya, N.V. Landbauw Maatshcappij Oud Djember. Pertengahan abad
19 Masehi, pendeirinya adalah pengusaha asal belanda. Ada 3 leader, george Birnie,
Matthiasen dan Van Gennep. Adanya adanya LMOD ini mlahirkan beberapa hal,
pertama, Mengundang perusahaan Swasta lain untuk menanamkan modalnya
kedaerah Jember. Kedua, kebutuhan akan tenaga kerja dari luar wilayah yang
dihadirkan dari madura dengan alasan mempunyai karakter pekerja keras dan ulet.
Namun pihak colonial (belanda) kesulitan untuk masalah pengaturan. Maka dari itu
pihak koloni melahirkan kebijakan baru. Mendatangkan tenaga kerja dari wilayah

pendalaman jawa timur.
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Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9
Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia
Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penetaan kembali pemerintah
desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timu, Antara lain dengan menunjuk
Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri.
Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh sekertaris Umum Pemerintah

Hindia Belanda (De Aglemen Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 agustus 1928.

Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh wilayah
distrik, pada tanggal 1 januari 1992 sejak berlakunya staatsblad No. 46/1941

tanggal 1 maret 1941 dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu :

X4

Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.

+« Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe,
dan Sukowono.

+¢ Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan
Jenggawah.

+ Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Mumbulsari, Silo, dan
Tempurejo.

+«» Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan
Bangsalsari.

¢ Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong, Gumuk mas, dan

Umbulsari.

¢+ Distrik Wuluhan, Meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.
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Berdasarkan undang-undang No, 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah
Kapubaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan perda), antara lain Daerah

Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1976, Tanggal 19 April,
dibentuklah wilayah kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru.
Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah kawedanan
Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa,

Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk distrik Kalisat.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya,
secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh wilayah

pembantu bupati, satu wilayah kota administratif, dan 31 Kecamatan, yaitu :

s Kota Administratif jember, meliputi Kec. Kaliwates, Patrang dan
Sumbersari

% Pembantu Bupati di Arjasa, meliputi Kec. Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan
Sukowono

+«» Pembantu Bupati di Kalisat, meliputi Kec. Ledokombo, Sumberjambe dan
Kalisat

¢ Pembantu Bupati di Mayang, meliputi Kec. Mayang, Silo, Mumbulsari dan
Tempurejo

¢ Pembantu Bupati di Rambipuji, meliputi Kec. Rambipuji, Panti, Sukorambi,

Ajung dan Jenggawah.
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¢ Pembantu Bupati di Balung, meliputi Kec. Ambulu, Wuluhan dan Balung.

% Pembantu Bupati di Kencong, meliputi Kec. Kencong, jombang,
Umbulsari, Gumukmas dan Puger.

«+ Pembantu Bupati di Tanggul, meliputi Kec. Semboro, Tanggul, Bangsalsari

dan Sumberbaru.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai
tuntutan No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten
Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk
penghapusan lembaga pembantu bupati yang kini menjadi kantor koordinasi camat.
Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah ini

Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat kantor camat, yakni :

++ Kantor koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul
% Kantor koordinasi Camat Jember Selatan di Balung
¢+ Kantor koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji

++ Kantor koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat

Dengan demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 Kabupaten
Jember memasuki paradigma baru dalam sistem pemerintahan yaitu dari sistem
sentralisasi ke sistem desentralisasi atau Otonomi Daerah, dengan melaksanakan 10
kewenangan wajib otonomi sehingga memberikan keleluasaan penuh untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai keinginan dan aspirasi
rakyatnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan misi utama, yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun SOTK Perangkat Daerah
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Pemkab Jember sebagai implementasi PP. Nomor 8 Tahun 2003 meliputi : 5 Badan,

14 Dinas, 3 Kantor, 3 RSUD, sementara Sekretariat Daerah membawahi 9 Bagian.

NAMA-NAMA BUPATI YANG PERNAH MENJABAT DI KABUPATEN

JEMBER

1. Noto Hadinegoro 1929 — 1942

N

. Boediardjo 1942 — 1943

3. R. Soedarman 1943 — 1947

4. Roekmoroto 1947 — 1950

5. R. Soekarto 1950 — 1957

6. R. Soedjarwo 1957 — 1959

7. Moh. Djojosoemardjo 1959 — 1961

8. R. Soedjarwo 1961 — 1964

9. R. Oetomo 1964 — 1967

10. Moh. Huseindipotruno 1967 — 1968

11. Abd. Hadi 1968 — 1979

12. Soepono 1979 — 1984

13. Soeryadi Setiawan 1984 — 1989

14. Priyanto Wibowo 1989 — 1994

15. Winarno 1994 — 1999

16. Samsul Hadi Siswoyo 2000 — Mei 2005

17. Sjahrazad Masdar Mei 2005 — 23 Juli 2005 (Pengganti Bupati)
18. Ir. H. MZA. Djalal, Msi 23 Juli 2005 — 2015

19. dr. Hj. Faida. MMR, 2016-2021
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3. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6027°29” s/d 7014°35”
Bujur Timur dan 7059°6” s/d 8033’56 Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai
yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang
memanjang sepanjang batas. Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang
batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang
ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada
dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat
dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur.
Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas
wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya
serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan
berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata
pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang
mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam

permasalahan yang dihadapinya.

Batas Wilayah

» Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo.
» Timur : Kabupaten Banyuwangi
» Selatan : Samudra Hindia

» Barat : Kabupaten Lumajang
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Luas Wilayah

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km2 atau 329.333,94
Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan
merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman
pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-
gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman

perkebunan.

Dari luas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi berbagai kawasan :

> Hutan :121.039,61 ha
> Perkampungan : 31.877 ha

> Sawah : 86.568,18 ha
> Tegal : 43.522,84 ha
> Perkebunan : 34.590,46 ha
> Tambak : 368,66 ha

> Rawa : 35,62 ha

> Semak/Padang Rumput : 289,06 ha

> Tanah Rusak/Tandus :1.469,26 ha

> Lain-lain : 9.583,26 ha

Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mempunyai penduduk asli. Hampir
semuanya pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami
perkembangan sangat pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga
memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan
di daerah ini. Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku
Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku-suku lain serta warga keturunan
asing sehingga melahirkan karakter khas Jember dinamis, kreatif, sopan dan ramah
tamah. Berdasarkan data statistik hasil registrasi tahun 2015, penduduk Kabupaten

Jember mencapai 2.131.289 jiwa, dengan kepadatan penduduk 647,15 jiwa/km,
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dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda. Sehingga
kondisi demografi yang demikian menunjukkan bahwa potensi sumberdaya
manusia yang dimiliki Kabupaten Jember cukup memadai sebagai potensi penyedia

dan penawar tenaga kerja di pasar kerja.>’
4. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Jember berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015
berjumlah 2.345.851 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.164.715 jiwa (49,65%)
dan penduduk perempuan 1.181.136 jiwa (50,35%) dengan demikian, rasio jenis
kelamin sebesar 98,61 % yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat
98,61 penduduk laki-laki. Angka kedapatan penduduk mencapai 712 jiwa/km

dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4-5 orang.

5. Kondisi Sosial

» Sosial budaya

Kabupaten Jember merupakan daerah yang tidak memiliki akar budaya daerah
asli karena penduduk Kabupaten Jember adalah pendatang yang mayoritas berasal
dari suku Jawa dan madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Jawa
dan Madura. Masyarakat Madura lebih banyak menetap di bagian utara daerah
Jember, sedangkan masyarakat Jawa lebih banyak menetap dibagian selatan daerah
Jember. Kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Jember merupakan

perpaduan budaya Jawa dan Madura. Agama yang dianut mayoritas islam, yang

37 Badan pusat statistik kabupaten jemberdalam angka tahun 2016
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ditandai dengan berkembangnya pusat-pusat keagamaan khususnya pesantren.
Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-
simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial.*® Dengan demikian,
keterlibatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat khususnya pesantren menjadi

sangat penting dalam upaya mengatasi permasalahan dalam masyarakat.
» Sosial Ekonomi

Hasil pemetaan penduduk miskin yang dilakukan oleh biro pusat statistik tahun
2015 menggambarkan bahwa kondisi penyebaran penduduk miskin berhubungan
erat dengan lokasi tempat tinggal dan pengetahuan tentang keterampilan bertani-
berkebun. Pemetaan tersebut terbagi dalam 4 (empat) wilayah (1) bagian utara ke
timur merupakan daerah perbukitan kaki lereng pegunungan dengan variasi dataran
untuk persawahan, (2) bagian tengah merupakan kecamatan kota tempat pusat
bisnis atau administrasi, (3) bagian barat ke utara merupakan daerah dataran
perkebunan tebu hingga lereng kaki pegunungan untuk perkebunan kakao dan kopi
serta karet. (4) bagian barat ke selatan merupakan dataran untuk pertanian sampai

pesisir yang didiami penduduk bermatapencaharian nelayan.
» Pendidikan

Dibidang pendidikan masih menyisakan 22.827 orang buta huruf dari kelompok
usia produktif umur 15-44 tahun. 15.83% dari total siswa setingkat sekolah dasar

tidak melanjutkan sekolah karena berbagai alasan, utamanya alasan ekonomi.

3% Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten jember tahun
2013-2016



60

Ketuntasan wajib belajar 9 tahun hanya mencapai 69,82%, artinya masih 30,18%
dari seluruh penduduk, berpenddikan kurang dari kesetaraan tingkat lanjutan

pertama

» Kesehatan

Dibidang kesehatan masih adanya ibu bersalin/nifas yang meninggal dunia
merupakan permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan tindak lanjut. Pada
tahun 2013 angka kematian ibu bersalin 70 per 100000 kelahiran hidup atau 28 ibu
dari 35.420 ibu yang melahirkan. Disamping itu pencegahan dan pemberantasan
penyakit seperti penyakit infeksi, menular dan penyakit sebagai akibat perilaku
yang tidak sehat perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Prasarana
dan sarana daerah secara umum, khususnya di pedesaan dalam kondisi kurang
memadai dan memerlukan perhatian serius. Hal ini di tandai dengan menurunnya
fasilitas pendidikan, kurangnya fasilitas layanan kesehatan, rusaknya jalan dan
jembatan, kurang terpeliharanya irigasi, dan sarana prasarana dasar lainnya

sehingga menjadi kendala bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan.

6. Sumber Daya Alam

» Young Quartenary Vulcanic Product : 130.240,43 ha

» Miosen Sedimentary Fasies : 74.177,65 ha
» Miosen Limentone Fasies :10.571,88 ha
» Allumunium :112.941,88 ha
» Granite : 1.402,50 ha

» Batu gunung/vulkanik : Kec. Pakusari dan Kec. Kalisat
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» Mangaan & batu gamping : Kec. Puger dan Wuluhan

» Tanah liat : Kec. Ledokombo, Arjasa dan Rambipuji.
> Batu kali/pasir . di seluruh wilayah kecamatan.

> Batu piring : Kec. Kalisat dan Pakusari.

7. Profil Kabupaten Jember

dr. Hj. Faida. MMR-Drs. KH. Abdul Mugit Arief adalah Bupati-Wakil Bupati
Kabupaten Jember periode 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 beliau
terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah
serentak dengan mengalahkan kandidat yang lainya.

Dalam pemilihan umum kepala daerah serentak yang dipilih langsung oleh
rakyat beliau terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati serta menjadi seorang pemimpin
perempuan pertama kali dalam sejarah di Kabupaten Jember dengan mengalahkan

kandidat lainya yaitu Sugiarto-Mochammad Dwi karyanto.

Ibu Faida adalah sapaan akrab yang melekat pada dirinya, perempuan kelahiran
malang, 19 September 1968 menjadi Bupati Jember menggantikan Bupati
Sebelumnya yaitu Ir. MZA Djalal. Sejarah baru telah diukir oleh beliau dengan

menjadi seorang pemimpin perempuan pertama kali di Kabupaten Jember.

Dalam memimpin Kabupaten Jember, beliau dibantu oleh Wakil Buapati KH.
Abdul Mugit Arief yang berkewajiban untuk mewakili atau menggantikan bupati
jika berhalangan hadir dikarenakan sebab-sebab tertentu. Juga melaksanakan tugas
dan kewajiban pemerintahan lainya yang diberikan oleh bupati yang ditetapkan

oleh bupati.
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Tabel

8. Struktur Pemerintahan Kabupaten Jember

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten

Jember
Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris
Kabid. Peningkatan Kinerja & |
Kesejahteraan Kerja | |
Subag Umum & Subag
Subbid Peningkatan Kerja | Kepegawaian
Subbid Pensiun &
Kesejahteraan Pegawai | | Subag Perencanaan Program
Kabid. Formasi & Pengadaan & laporan
pegawai |
| Kabid Mutasi Pegawai
Subbid Data & Formasi |
Pegawai Subbid Mutasi & Promosi
[ Tenaga Administrasi &
Subbid Pengadaan Pegawai Fungsional
|
Kabid. Pendidikan & Subbid Kenaikan Pangkat
Pelatihan Administrasi Fungsional
|
Subbid Diklat Kepemimpinan Subbid Diklat Teknis &

Fungsional

Tabel 1.1
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9. Visi-Misi dan Tujuan Kabupaten Jember

+¢ Visi Kabupaten Jember

>

Terwjudnya aparatur pemerintah Kabupaten Jember yang profesional dan

sejahtera.

¢ Misi Kabupaten Jember

>

vV VYV VWV V¥V

Mewujudkan peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang berkualitas dan terjangkau.

Mengedepankan partisipasi dan menumbuhkembangkan kreatifitas
masyarakat dalam pembangunan.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada penigkatan
kualitas hidup masyarakat.

Meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai bidang dan kompetensinya
Mengoptimalkan Kinerja aparatur sesuai tugas pokok dan fungsinya
Mewujudkan aparatur yang patuh terhadap peraturan kepegawaian.

Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima.

+¢ Tujuan Kabupaten Jember

10.

>

Menyelenggarakan Pemerintahan yang berkualitas dengan prioritas
pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Sejarah DPRD Kabupaten Jember

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif di daerah

untuk memperjuangkan dan sebagai konstituen bagi rakyat di daerah. DPRD
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merupakan Wakil Rakyat dalam menyuarakan aspirasi dari masyarakat dan sebagai
penyambung antara rakyat pemerintah daerah (kepala daerah). DPRD terbentuk di

kabupaten jember sejak dari tahun 1999 sampai sekarang

a) Visi-Misi DPRD Kabupaten Jember
% Visi
» Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kridibel, kapabel, dan
Akseptebel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan
maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah negara kesatuan republik
indonesia.
% Misi
» Menampung dan Memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan
kebijakan pemerintah
» Meningkatkan kualitas sumber daya DPRD
» Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah
serta peran sekretariat DPRD

» Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah



b) Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Jember

65

No NAMA CALON TEPILIH Tempat/Tgl Lahir Fraksi ALAMAT
1 | BUDI WICAKSONO Jember 04-06-1982 | "l Panti
NasDem
Partai
2 | HM. AYUB JUNAIDI, S.H Jember 16-06-1976 | Kebangkitan | Tegal Besar
Bangsa
Partai Kemunin
3 | MUFTI ALI Jember 05-06-1975 | Kebangkitan Lor g
Bangsa
Partai Perum
4 | MASHURI HARIANTO, S.P | Jember 06-01-1972 | Keadilan .
. Mastrip
Sejahtera
5 | NNP.MARTINIG.SE, MM | Jember 08-03-1967 | - Wahid
Perjuangan Hasyim
Partai
6 | HA.MUJIBURROHMAN. S Jember 17-09-1966 | Golongan Wirowongso
Karya
7 | ALFIAN ANDRI WIJAYA | Jember 06-01-1990 | ~ara! Kaliwates
Gerindra
Partai
8 | LILIK NCAMAH, S.TP, M,Si. '1‘3%0”93” 29-03- | Amanat Tegal Gede
Nasional
9 | SUKARSO Jember 23-04-1962 | PPP Arjasa
10 | Hj. JA’FAROH WAFI ProbolingGRES0 S artal Ledokombo
J: 1963 Nasdem
fartal Sumber
11 | PARDI Jember 23-02-1963 | Kebangkitan
Jambe
Bangsa
Partai
12 | NANANG MOHAMMAD. N | Jember 03-08-1967 | Keadilan Kalisat
Sejahtera
13 | LUKMAN WINARNO, SS | Jember 11-12-1971 | -0 Wirolegi
Perjuangan
14 | ANDIK YUNI FERIANTO | Jember 20-06-1971 | Fo"t@ Silo
Gerindra
15 | ANANG MURWANTO, S.Sos | Boyolali 22-10-1972 | -o"t Tegal Besar
Demokrat
16 | DAVID HANDOKO SETO | Banyuwangi 02-02- | Parta Sumber Sari
1976 Nasdem
Partai
17 | MOCHAMMAD HAFIDI Jember 05-04-1968 | Kebangkitan | Pakusari
Bangsa
18 | TATIN INDRAYANI, M.Si | Jember 02-09-1984 | PKB Tegal Besar
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Partai
19 | ABDUL AZIZ Jember 05-03-1961 Keadilan Curah Takir
Sejahtera
20 | IWAN SUYITNO, SE Jember 24-01-1976 | "P! Pakusari
Perjuangan
Partai
21 | YUDI HARTONO, SE Jember 09-09-1969 | Golongan Kawang Rejo
Karya
. Partai )
22 | SISWONO, Sip Jember 22-09-1963 . Mumbulsari
Gerindra
) Partai
23 | THOIF ZAMRONI, S.Hi Jember 22-06-1977 . Mayang
Gerindra
24 | AMBAR LISTYANI, SH Jakarta 25-01-1963 | -ana Rowo Indah
Demokrat
25 | BAMBANG HARIYANTO | Jember 20-02-1968 | {2 Wuluhan
Nasdem
Partai
26 | IMAM SUYUTI Jember 15-01-1966 | Kebangkitan | Ambulu
Bangsa
Partai
27 | dr. YULI PRIYANTO FgenorogelR1-07- Keadilan Ambulu
1970 i
Sejahtera
28 | BUKRI, S.Pd Jember 03-06-1968 | -~ Jati Mulyo
Perjuangan
20 | DANANG KURNIAWAN, Sg | Pamekasan 24-03- | PDI Dukuh
1985 Perjuangan Dempok
Partai
30 | H. RACHMAD KURNIAWAN | Gresik 11-02-1977 Golongan Wonojati
Karya
Partai .
31 | Drs. MASDUKI Jember 17-01-1960 . Sumber Rejo
Gerindra
32 | ARDI PUJO PRABOWO Kediri 12-01-1977 | Lt Wuluhan
Gerindra
33 | H. MOHAMAD ELI YUSUF Jember 07-06-1971 PPP Sumberejo
34 | HARIANA Malang 15-09-1971 | Partai Hanura | ~MPe!
Wuluhan
Partai
35 | SUNARSI KHORIS, S.Ag Madiun Kebangkitan | Gumuk Mas
Bangsa
Partai
36 | NURHASAN Jember 12-10-1970 Keadilan Purwosari

Sejahtera
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DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019 berjumlah 36 anggota yang terbagi

kedalam fraksi.** Fraksi merupakan pengelompokan anggota anggota DPRD

berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD untuk mengoptimalkan

pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD serta hak dan kewajiban

DPRD. Selain pembentukan fraksi oleh DPRD, berdsarkan amanat UU bahwa

kabupaten membentuk alat kelengkapan DPRD setelah anggota DPRD

mengucapkan sumpah/janji, maka terbentuklah alat kelengkapan DPRD yang

dibentuk oleh rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD sesuai dengan peraturan

DPRD sesuai dengan peraturan DPRD kabupaten Jember nomor 1 tahun 2014

tentang tata tertib DPRD vyaitu :

+ Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas yaitu :

a.

Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil siding untuk mengambil
keputusan.

Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan
wakil ketua

Menjadi juru bicara DPRD

Mengadakan konsultasi dengan bupati dan instansi pemerintah lainnya
sesuai keputusan DPRD

Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD dipengadilan.
Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi dan

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

39 Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
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Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna

DPRD

++ Badan Musyawarah mempunyai tugas :

a.

Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik
diminta maupun tidak diminta.

Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD

Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan
pendapat.

Member saran pendapat untuk memperlancar kegiatan

Merekomendasikan pembentukan panitia khusus

Bermusyawarah dengan bupati mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD
atau Bupati.

Mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum
mengikuti rapat badan musyawarah.

Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat badan musyawarah kepada

fraksinya masing-masing

+»+ Badan Kehormatan yang mempunyai tugas vyaitu :

a.

Mengamati, mengevakuasi disiplin,etika dan moral para amggota DPRD
dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD
Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap

peraturan tata tertib DPRD, kode etik serta sumpah/janji
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c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas
pengaduan pimpinan DPRD,masyarakat atau pemilih

d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan
merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai
peraturan perundang-undangan

e. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi
nama baik, apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh
anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau
pemilih.

++ Badan Anggaran yang mempunyai tugas yaitu :

a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada
bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD selambat-lambatnya 5 (lima)
bulan sebelum ditetapkannya APBD

b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi
terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan
kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara

c. Memberikan saran dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan
penetapan perubahan dan sisa perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam
rapat paripurna

d. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan
APBD, rancangan APBD, baik penetapan pokok, perubahan dan perhitungan

APBD yang telah disampaikan oleh bupati kepada DPRD
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e. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan
APBD berdasarkan hasil evaluasi bersama tim anggaran daerah

f. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap
rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati

g. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran
belanja DPRD

++ Badan pembentukan peraturan daerah yang mempunyai tugas adalah :

a. Mengusulkan inisiatif DPRD dalam membuat ranpeda

b. Meneliti dan mengavaluasi materi usulan inisiatif DPRD dalam mengajukan
ranperda

c. Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud huruf a dikoordinasikan pada
pengusul, komisi-komisi dan fraksi-fraksi

d. Meneliti dan mengevaluasi peraturan daerah yang sedang berlaku untuk
dikaji efektifitas dan kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku

e. Meneliti dan mengkaji kelayakan ranperda sebelum memasuki pembahasan
oleh komisi-komisi dan atau panitia khusus

f.  Melakukan penyelesaian akhir ranperda sebelum memasuki rapat paripurna
pembicaraan tingkat 11

g. Menyusun program legislasi daerah
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B. Penyajian Data

Pada sub bab pertama peneliti sampaikan tentang gambaran umum kondisi
obyektif terkait lokasi penelitian yaitu Kabupaten Jember yang meliputi identitas
daerah, sejarah singkat berdirinya, letak geografis, profil bupati dan wakil bupati,
struktur kabupaten, visi, misi, tujuan, tenaga pembantu. Maka pada sub bab yang
kedua peneliti akan menyajikan data dan peneliti berusaha memaparkan fakta-fakta
yang terjadi selama penelitian berlangsung tentang Hubungan Eksekutif-Legislatif

dalam penyerapan anggaran APBD di Kabupaten Jember tahun 2016-2017.

Sebagaimana diketahui untuk mempermudah dalam pengumpulan data, peneliti

menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Proses Perancangan perda APBD

Perancangan APBD merupakan tahap awal dalam pembuatan kebijakan
peraturan kebijakan peraturan Daerah tentang APBD. Penyusunan rancangan
APBD merupakan kewenangan (eksekutif) Pemerintah Daerah dalam
penyusunannya, sebelum diserahkan kepada legislatif (DPRD) untuk dibahas dan
disetujui menjadi peraturan Daerah tentang APBD. Tahapan penyusunan rancangan
APBD vyang dilakukan (eksekutif) Pemerintah Daerah memiliki tahapan yang
panjang sampai akhirnya didapatkan kesepakatan untuk meneapkan RAPBD
disertai nota kesepakatan baku yang akan diserahkan ke legislatif (DPRD) untuk

masuk pada tahap pembahasan RAPBD.
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Pentingnnya proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor
58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, secara garis besar yakni

sebagai berikut :

1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
3) Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

5) Penyusunan Rancangan perda APBD

6) Penetapan APBD

Pemerintah Daerah selaku ekskutif dan DPRD selaku legislatif merupakan
mitra penting dalam proses pembuatan peraturan daerah. Hubungan Ekskutif
(Pemerintah Daerah) dan Legislatif (DPRD) akan muncul berkaitan dengan
dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing. Pemerintah Daerah
(Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) memiliki hubungan yang tidak harmonis dan
saling mempengaruhi antara kedua lembaga tinggi Daerah ini. Seperti yang di
ungkapkan oleh Bapak | Made Seputradana, Kasubag Pembangunan Sekertaris

Daerah, bahwa,

“perencanaan APBD itu dari Eksekutif dan kemudian dibahas di DPRD untuk
menyetujui anggarannya, apakah belanjanya sesuai dengan aturan, kebutuhan masyarakat
atau tidak, makanya harus sesuai dengan antara hasil reses dengan anggaran, kegiatan-
kegiatan SKPD, itu namanya kerja sama. Pemerintah Daerah dengan DPRD adalah mitra
yang sejajar. Sehingga APBD itu harus dibahas secara bersama-sama antara DPRD dan
Bupati.” (wawancara 29 Mei 2018).

Proses perencanaan diawali dari musyawarah perencanaan pembangunan atau

musrenbang yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penjaringan aspirasi
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masyarakat. Kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau musrenbang sebagai
sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
pembangunan didaerah.berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah
untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan
melembagakan prosedur Musrenbang dalam peraturan daerah (perda)
pengembangan perda transparansi dan partisipasi keterlibatan lebih besar DPRD
dalam proses perencanaan, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS)
untuk fasilitasi pembahasan anggaran serta pelatihan metodelogi dan teknik

prioritisasi alokasi anggaran bagi musrenbang.

Selanjutnya, proses perencanaan APBD dilakukan hingga pada tahap arah
kebijkan umum anggaran serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Dasar yang
digunakan dalam tahap penyusunan perencanaan anggaran program daerah yang
berasal dari hasil aspirasi masyarakat yang telah dimasukkan kepada DPRD dan
pemerintah Daerah berdasarkan reses (kegiatan diluar kantor) DPRD dan hasil
musrenbang serta dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainya seperti
RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD. Hal ini sesuai dengan
yang diungkapkan oleh bapak | Made Saputradana Kasubag Pembangunan

Sekertaris Daerah, bahwa,

“Dalam perancangan, yang dibicarakan itu usulan semua masyarakat dalam
musrenbang, semua kegiatan itu dari masyarakat, semua kegiatan itu ditampung, sesuai
dengan usulan dari masyarakat, usulan masyarakat itu disesuaikan visi misi bupati, hasil
musrenbang desa nanti diseleksi mana kewenangan kabupaten. Kita tampung semua
aspirasi dari masyarakat, itu diselektif mana kewenangan kabupaten.” (wawancara 29 Mei
2018).
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Proses musrenbang diawali dari musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, hingga
Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar program-program pembangunan yang akan
dimasukkan ke dalam APBD Daerah dapat tepat sasaran kepada masyarakat sampai
pada tingkat Desa. Hal ini juga disampaikan oleh bapak | Made Saputradana

Kasubag Pembangunan Sekertaris Daerah, bahwa,

“Proses lahirnya perda APBD 2017. Diawali musrenbang di Desa, Kecamatan,
Kabupaten. Disitulah dibuat program kegiatan untuk 1 tahun. Selanjutnya, untuk APBD
2017 musrenbangnya dilaksanakan tahun 2016. Kalau pembahasan di DPRD itu melalui
reses, kemudian dituangkan dalam musrenbang, resesnya itu 3 kali dalam setahun sesuai
dengan tata tertib APBD, yakni berdasarkan masa sidang, masa sidang pertama di bulan
oktober, ke 2 februari, ke 3 Juni.” (wawancara 29 Mei 2018).

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak | Made Saputradana, Kepala

Bapedda Kabupaten Jember, Bapak Sugiarto Abdul Ghani mengatakan bahwa,

“proses perencanaan ini dimulai dari perencanaan yang berawal dari perencanaan yang
sifatnya dari pemerintah desa, musrenbang Kabupaten. APBD disusun berdasarkan RKPD.
RKPD itu bersumber dari hasil musrenbang, dari pokok-pokok pikiran DPRD, dari hasil
konsultasi public, dari hasil penyesuaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah,
maupun selaraskan, maka lahirlah yang namanya rencana kerja pemerintah daerah yang
dirumuskan menjadi KUA PPAS, jadi masyarakat tidak terlibat lagi disini, saat
musrenbang saja.” (wawancara 30 Mei 2018).

Sebelum masuk ke tahapan musrenbang, ada beberapa hal yang harus
dilalui, seperti mensinkronisasikan proses yang berupa Top Down, Button Up dan
teknokratik. Proses Top Down mengisyaratkan pekerjaan yang diberikan oleh
Pemerintah yang dikerjakan oleh bagian dibawahnya. Kemudian proses yang
dinamakan Button Up adalah arah kebijakan yang dilakukan baik, dari RPJMN
kemudian dijabarkan melalui RPJP, RPJPMD, kemudian RKPD. Sehingga dalam
hal tersebut dipertemukan usulan-usulan dari bawah yang dinamakan Button Up
Planing yakni perencanaan dari bawah. Kemudian disandingkan dengan

teknokratik, yaitu berdasarkan arah kebijakan yang ada. Setelah melalui proses
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tersebut, maka dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD. Proses perancangan
dari musrenbang dihadiri pihak Eksekutif, Legislatif, pemangku kepentingan
lainnya yang terlibat, pengusaha (sector privat), masyarakat, tokoh masyarakat,
agama, dan berbagai Stake Holder yang ada didalam melakukan musyawarah.
Proses ini menghasilkan rancangan awal RKPD dan menghasilkan usulan untuk

mengikuti musrenbang nasional.

Selain proses perancangan pembuatan APBD yang bersumber dari
musrenbang, terdapat sumber lain dari visi-misi bupati dan wakil bupati yang
dimasukkan. Sesuai hasil wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Jember,

bapak H. Abdul Mugit Arif bahwa,

“Kan setiap tahun ada namanya musrenbang yang berangkat dari desa,kecamatan, maupun
kabupaten, nah musrenbang inilah yang kita implementasikan dalam perkenaan
pembangunan daerah setiap tahun. Perencanaa itu berdasarkan visi-misi 5 tahun, jadi dua
kali membuat visi-misi, apa yang pertama membuat. Visi-misi kan dari janji-janji
kampanye yang harus dipenuhi.” (Paripurna 2018).

Pernyataan tersebut diatas, sesuai dengan pernyataan ketua DPRD Kabupaten

Jember yaitu,

“perda APBD adalah merupakan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD dalam
rangka mencapai dan misi Pemerintah Kabupaten, jadi di APBD itu semua programnya
didorong untuk mencapai visi-misi itu. APBD ini kita buat dalam rangka mencapai visi-
misi pemerintah yang didalamnya terdapat kepentingan masyarakat.” (Paripurna 11 Juli
2018).

Program-program yang dimasukkan ke dalam APBD harus dibuatkan skala
prioritas yang disesuaikan dengan visi-misi bupati. DPRD akan melihat program-
program yang sesuai misalnya visi-misi yang berkaitan dengan dan difokuskan
pada dana guru ngaji, maka program yang ada harus terkait dengan bidang tersebut

dan menyesuaikan dengan jumlah anggaran. Setelah mempunyai kerangka acuan
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maka dituangkan didalam KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS yang
berasal dari hasil musrenbang. Setelah masuk didalam proses perancangan awal
RKPD dan ditetapkan menjadi RKPD maka dilakukan penyusunan kebijakan
umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS). Jadi PPAS
merupakan penjabaran dari pada KUA. KUA adalah kebijakan yang memuat
seluruh anggaran yang ada dan tertuang didalam KUA sedangkan PPAS adalah
penjabaran dari KUA. PPAS sifatnya sementara, maksudnya tidak final. Hal ini
dikarenakan PPAS dibuat hanya oleh eksekutif yang kemudian dimasukkan dan
dibahas di DPRD dan bisa diubah sebab DPRD melihat dari hasil reses dan hasil
penerimaan aspirasi masyarakat yang dikombinasikan. Kemudian setelah KUA-
PPAS sudah disepakati maka dituangkan didalam RAPBD. Setelah disepakati, lalu
dituangkan kedalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang merupakan rencana
kerja SKPD. Dari KUA-PPAS itu melahirkan RAPBD. Masing-masing SKPD
membuat RKA nya untuk dimasukkan kedalam RAPBD. Hal ini sesuai dengan

yang disampaikan oleh bapak | Made Saputradana, bahwa,

“sebelum disetjui kan dibahas dulu secara bersama, setelah diserahkan KUA PPAS ke
DPRD, tim anggaran membahas KUA PPAS, kemudian disetujui bersama, setelah disetujui
bersama itulah dasar untuk membuat RAPBD, harus KUA PPAS dulu yang dibuat, itu
dasar untuk pembuatan RAPBD, jadi ada semacam prioritas plafon anggaran sementara,
itulah disitu dia rancang secara macro atau umum, kalau di KUA PPAS tidak ada kegiatan
dimasukkan dalam program, kegiatannya tertuang dalam RAPBD.” (wawancara 4 Juni
2018)
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Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara diatas, proses penyusunan hingga RAPBD

dapat digambarkan secara ringkas dalam skema berikut :

SURAT BUPATI PERIHAL PENYAMPAIAN RANCANGAN
KUA/PPAS KEPADA DPRD

| m

PIMPINAN DPRD MEMBAHAS SURAT BUPATI PERIHAL
PENYAMPAIAN KUA/PPAS APBD

J m

U RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD DALAM RANGKA

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN JADWAL PEMBAHASAN

ll @

RAPAT BADAN DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN KUA DAN PPAS APBD

I :

RAPAT PIMPINAN DIPERLUAS DPRD DALAM RANGKA
PENANDA TANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN DPRD
TEHADAP KUA DAN PPAS DPRD

U 4

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RKASKPD DAN RKA-
PPKD SERTA PENYUSUNAN RANPERDA APBD OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN

o)

\/ 9
DI SERAHKAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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Selanjutnya, dalam perancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) dilakukan oleh eksekutif atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Kabupaten. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diketuai oleh Sekertaris
Daerah dan Sekertaris adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA). Sedangkan anggotanya yakni Biro Keuangan, Biro Ekbang, Biro
Hukum dan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain yang merupakan
prioritas dari program tersebut. Kemudian RAPBD (Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah) diserahkan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah) untuk dibahas bersama dalam bentuk rancangan APBD (Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah) . Hal ini sesuai hasil dengan bapak Lukman Nasir

bahwa,

“harus disesuikan dengan visi-misi, kan 5 Tahun mau diukur visi-misinya bupati. Ketika
jadi RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sudah klop maka dibahas
lah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui komisi-komisi. Tadi banggar,
jadi yang menyusun kebijakan-kebijakan itu adalah badan anggaran untuk DPRD (Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah). TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan banggar
yang meramu jadi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Jadi ketika RAPBD
(Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) nya jadi maka dibahaslah dikomisi-
komisi. Ada namanya rapat stengah kamar, yang pertama rapat banggar bersama TAPD
(Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Banggar itu terdiri dari anggota fraksi dan anggota
komisi yang mewakili lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dia namanya
badan anggaran, banggar itu badan anggaran, kalau dikantor bupati namanya TAPD (Tim
Anggaran Pemerintah Daerah) yaitu tim anggaran pemerintah daerah. Inilah yang harus
bertemu melahirkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran) dan RAPBD (Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Nah begitu, jadi dia punya siklus pembahasan itu
diawali dengan musrenbang. Kemudian ada namanya rapat kerja SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah).” (wawancara di ruang paripurna 11 Juli 2018).

Setelah Eksekutif menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatn Belanja
Daerah (RAPBD) ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui rapat
paripurna yang pertama, beserta Nota Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) membahas RAPBD dan KUA PPAS yang telah diserahkan oleh TAPD
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yang akan dibahas dan disepakati bersama dengan Bupati. Hal ini sesuai dengan

pendapat Bapak Lukman Winarno, SS bahwa,

“pertama masuk KUA-PPAS, (Kebijakan Umum Anggaran) kemudian dibahas antar
banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), disepakati, setelah disepakati,
pimpinan dan bupati menyepakati, kemudian masuk rancangannya, ranperda tentang
APBD, masuk itu kemudian dibahas. Kalau mekanisme pembahasannya itu pertama masuk
dipimpinan, masuk di pak ketua, kemudian dibawa ke badan musyawarah, karena dibadan
musyawarah disepakati jadwal, pada saat pembahasan di bamus dipanggil pemda untuk
menyapakati jadwalnya, sudah disepakati jadwal kemudian dibawa ke paripurna.”
(wawancara di ruang paripurna 11 Juli 2018).

Realitas yang terjadi di kabupaten jember penyerahan rancangan KUA-

PPAS 2017 tidak tepat waktu, hal ini disampaikan H. Hendik Yuni Ferianto bahwa,

“pada penyerahan KUA-PPAS, pemerintah tidak merincikan programnya dalam KUA-
PPAS itu, kemudian berdasarkan hasil pembahasan pimpinan DPRD, rancangan
KUA/PPAS APBD TA 2017 tersebut belum dapat ditindak lanjuti karena belum mengacu
pada susunan perangkat daerah yang baru, sehingga pada saat DPRD mempelajari
dikembalikan pada Pemerintah Daerah untuk dilengkapi, jadi pada APBD 2017 tidak tepat
waktu diserahkan dikarenakan DRAF APBD tidak lengkap untuk dibahas.” (paripurna 11
Juli 2018).

Senada dengan pendapat tersebut, Bapak | Made Saputradana mengatakan

bahwa,

“untuk 2017 tidak tepat waktu, alasannya karena adanya perubahan kelembagaan, tahun ini
agak terlambat, karena waktu diserahkan itu KUA-PPAS itu masih mengacu pada
kelembagaan yang lama, makanya waktu itu dikembalikan dulu dia punya KUA-PPAS
untuk disesuaikan dengan kelembagaan baru, sebenarnya bukan terlambat diserahkan, tapi
karena banyak SKPD yang dilebur, ada dibentuk yang baru, disatukan sehingga dapat
memperlambat kerja.”(Paripurna pada tanggal 11 Juli 218).

Selain karena faktor perubahan kelembagaan SKPD, penyebab keterlabatan
penyerahan KUA PPAS ke DPRD diakibatkan karena pihak DPRD terlambat
menerima laporan hasil keputusan BPK, hal ini disampaikan oleh wakil ketua

DPRD, H.M. Ayub Junaidi, SH bahwa,
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“KUA-PPAS nya terlambat, selalu banyak faktornya, antara lain : terlambat kita terima
laporan hasil keputusan dari BPK, itu kan urut-urutannya begini kan, di tahunan itu agenda
wajib di DPRD kan ada namanya RKPJ kepala daerah, lalu ada namanya Ranperda tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun lalu, itu harus ada laporan pertanggung
jawaban disitu. Disitulah menghasilkan SILPA, ada SILPA disitu, lalu setelah ini masuklah
kita membahas, kan biasanya bersamaan ini RKPJ dengan pembahasan RKPJ dengan
pembahasan Ranperda pertanggung jawaban, bersamaan itu.”

Keterlabatan penyerahan KUA-PPAS ini, menjadi dinamika dalam proses
pembuatan perda APBD yang di mulai dari tahap musrenbang sampai kepada
penyusunan KUA-PPAS. Proses ini merupakan proses perencanaan dalam

pembuatan Perda APBD.

Dilihat dari pembahasan perencanaan APBD diatas, terlihat bahwa realitas yang
terjadi keterlambatan penyerahan KUA-PPAS di Kabupaten Jember. Ini
diakibatkan karena adanya kelembagaan baru, pada tahun 2017 terlambat, karena
waktu diserahkan itu KUA PPAS, itu masih mengacu pada kelembagaan yang lama,
sehingga KUA-PPAS vyang telah diserahkan ke DPRD dikembalikan untuk
disesuaikan dengan kelembagaan baru, penyerahan KUA-PPAS tidak terlambat
diserahkan, tapi banyak SKPD yang dilebur, ada dibentuk yang baru, disatukan

sehingga memperlambat kerja.

2. Proses Pembahasan Perda APBD

Pada tahap pembahasan, Ranperda APBD dibahas oleh DPRD dengan Bupati
untuk mundapatkan persetujuan bersama sebagaiman diketahui Ranperda dapat
berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif Kepala Daerah. Pembahasan
Rancangan peraturan daerah lebih dikenal dengan tahap pembicaraan rancangan
peraturan daerah merupakan salah satu tahap pembuatan peraturan daerah.

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan setelah tahap rancangan



81

peraturan daerah telah disetujui dan telah layak dibahas pada sidang paripurna.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sugiarto Abdul Gani, Kepala Bapedda

Kabupaten Jember bahwa,

“Modelnya dalam pembahasan perda APBD lahir dari kesepakatan Eksekutif dan
Legislatif. Dalam pembahasn RAPBD harus melihat kelayakan dari pada rancangan, yang
dibahas ini adalah rancangan APBD yang dibahas, kemudian disetujui dengan arah
kebijakan pembangunan didaerah yang berpedoman kepada RPJMD, berpedoman kepada
RPJP, dan berpedoman juga RPJMN yang kita kenal dengan nawacita di sinkronkan
kemudian lahir yang namanya rancangan APBD.” (Wawancara 12 Juli 2018).

Selanjutnya, tahap-tahapan pembahasan dapat dirinci sebagai berikut :

1) Penyerahan dan penjelasan Bupati tentang RAPBD

2) Pandangan umum Fraksi

3) Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi

4) Rapat kerja Komisi dengan masing-masing Mitra Kerja
5) Rapat Badan Anggaran

6) Laporan Akhir Komisi

7) Penandatanganan persetujuan bersama tentang APBD
8) Evaluasi di Kemendagri

9) Rapat Banggar sebagai finalisasi

Sebelumnya, RAPBD diserahkan dan dibahas bersama DPRD, RKA-SKPD
yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara kepala SKPD dan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan
Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang
untuk selanjutnya disamapikan kepada kepala daerah. Ranperda tentang APBD

harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran berikut :
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a. Ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan

b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatn,
belanja, dan pembiayaan.

d. Rekapitulasi belanja menurut menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan

e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara

f. Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan

g. Daftar piutang Daerah

h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah

i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset teatp daerah

j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain.

k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini

I. Daftar dana cadangan daerah, dan

m. Daftar pinjaman Daerah

Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan
dan dibahas dengan DPRD, raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu
kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban

pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran
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yang direncanakan. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang raperda APBD ini

dilaksanakan oleh sekertaris Daerah selaku koordinator pengelola keungan daerah.

Penyerahan RAPBD yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember pada tgl 15
Desember 2016 mengalami keterlambatan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dari
waktu yang diatur dalam permandagri. Ketentuan penyerahan RAPBD harus
dilakukan minggu 1 bulan oktober yang kemudian diberikan toleransi waktu dalam

tata tertib DPRD yang seharusnya dilakukan paling lambat pada 1 bulan Desember.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah selama berjalannya
pemerintahan belum mampu untuk menjalankan aturan dengan tepat, hal tersebut
dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia di pemerintah daaerah belum
menyusun anggaran dan memiliki pengetahuan terbatas tentang pembentukan
APBD 2017 khususnya pada tahap perancangan serta tingkat kedisiplinan
pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang rendah.
Terjadinya keterlambatan penyerahan RAPBD sudah dapat ditebak, mengingat
penanda tanganan KUA-PPAS yang harsunya dilakukan pada bulan juli mengalami
keterlambatan kurang lebih 5 bulan yang realitasnya dilakukan pada 14 desember
2016. Rangkaian proses perancangan hingga pembahasan RAPBD 2017 yang tidak
sesuai dengan aturan yang ada lebih memperjelas keterbatasan yang dimiliki

sumber daya manusia pemerintah daerah.

Adapun secara teknis, pembahasan RAPBD pada sidang paripurna dipimpin
oleh pimpinan komisi yakni ketua komisi. Rapat paripurna dalam rangka

penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun anggaran 2017 dilaksanakan pada
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tanggal 15 Desember 2016. Kemudian SKPD mempresentasikan program Kkerja
SKPD, yang akan ditanggapi oleh DPRD. Dalam hal ini, program kerja yang akan
diutamakan adalah program kerja yang sifatnya prioritas dan menguntungkan

masyarakat banyak. Hal ini juga disampaikan oleh | Made Saputradana bahwa,

“pembahasannya sudah jelas dari jadwal, kita mulai rapat pppimpinan, musyawarah,
kemudian menyusun jadwal kegiatan, setelah disusun jadwal kegiatan, kita mulai rapat-
rapat persiapan, kan tahap persiapan itu dimulai dari rapat pimpinan, rapat badan
musyawarah, untuk menyusun jadwal, rapat-rapat komisi untuk persiapan, ketua bamus itu
juga exoviso juga, setelah bamus menyusun jadwal setelah itu penyerahan nota keuangan,
kemudian paripurna yang ke 2 pandangan umum, kemudian jawaban bupati, setelah
dibahas dirapat kerja semua, setelah disetujui dibanggar, kita paripurna ke 4.” (Paripurna
pada tanggal 11 Juli 218),

Senada dengan pendapat diatas, Wakil Ketua DPRD, H.M Ayub Junaidi, S.H

mengatakan bahwa,

“dalam pembahasan RAPBD itu dibahas disetiap komisi-komisi, kemudian setelah komisi-
komisi membahas. Lalu kemudian ada namanya laporan komisi-komisi itu, disitulah
pengambilan keputusan untuk persetujuan bersama antara Legislatif dan Eksekutif, kalau
sudah persetujuan bersama maka pimpinan DPRD menyerahkan ke bupati untuk
melakukan asistensi/evaluasi ke kemandagri, kemudian setalah ada hasil evaluasi, dari
sana, dibawa lagi ke DPRD di banggar untuk dibahas bersama, nah kalau ada kesepakatan
lagi distu, maka keluarlah surat keputusan, pimpinan, kembali diserahkan ke Bupati untuk
ditetapkan.” (Paripurna tanggal 11 Juli 2018).

Dalam pembahasan RAPBD ini, harus dihadiri oleh Legislatif dan SKPD, namun,
berdasarkan risalah rapat paripurna ke 7/ masa sidang 1 dalam agenda penyerahan
nota keuangan dan RAPBD, bahwa sebagian dari jumlah DPRD tidak menhadiri

rapat. Seperti yang diungkapkan | Made Saputradana dalam hasil berikut,

“Dalam RAPBD itu harus terlibat semua anggota dewan, semua terlibat dalam
pembahasan, karena pembahasan semua komisi-komisi, dalam komisi-komisi kan semua
anggota dewan harus ada. Hasil-hasil pembahsan komisi itu, akan dikembalikan kepada
badan anggaran, dan badan anggaran yang memutuskan, usulan-usulan dan misalkan ada
permintaan komisi, permintaan dilaporkan ke badan anggaran, apakah setuju atau tidak.
Komisi itu finalnya ada dibanggar, komisi hanya membahas kegiatan-kegiatan SKPD.”
(paripurna tanggal 11 Juli 2018).
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Berdasakan dokumen-dokumen pelengkap yang didapatkan dari objek penelitian
seperti risalah rapat dan laporan komisi-komisi, maka dapat dijelaskan secara
umum kegiatan dan poin-poin penting dalam rapat pembahasan RAPBD 2017
antara pemerintah Daerah dan DPRD. Gambaran pelaksanaan sidang dijelaskan

sebagai berikut,

Sidang paripurna pembicaraan tingkat 1 dengan agenda penyerahan nota
keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 dan penjelasan Bupati Jember
terhadap Nota keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 yang diwakili oleh

Juru bicara Badan anggaran.

Sidang pembahasan dengan agenda yang dimaksud diatas merupakan sidang
terbuka untuk umum dan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 08.47-12.00
Wib dengan dihadiri oleh Eksekutif (Bupati dan Wakil) dan 36 Legislatif (DPRD)

Kabupaten Jember.

Hal-hal yang tersirat dalam pembahasan sidang tersebut bahwa adanya
penjelasan dari perwakilan Pimpinan DPRD yang menyatakan bahwa proses
pelaksanaan penyusunan RAPBD diawali dengan penyusunan KUA-PPAS yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD
Kabupaten Jember, untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Nota keuangan Dan RAPBD tahun
2017. Dibahas sesuai mekanisme DPRD sebagaimana diatur dalam tata tertib
DPRD yang diawali dengan rapat pimpinan diperluas DPRD dan rapat Badan

Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sampai
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tanggal 09 Juli 2018. Untuk persiapan pembahasan dan penyusunan jadwal

pembahasan.

Pada hari yang sama juga dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan rapat-rapat
DPRD dalam rangka persiapan pembahasan yang diawali rapat-rapat Badan
Pembuatan Peraturan Daerah serta rapat internal komisi-komisi DPRD dan rapat
fraksi-fraksi untuk penunjukan pembawa pandangan umum fraksi, dan dilanjutkan
dengan Rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten Jember untuk
persiapan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD tahun Anggaran 2018. Setelah
itu, Pemerintah Kabupaten Jember melalui rapat Sidang Paripurna DPRD akan
menyerahkan Nota Keungan dan RAPBD tahun Anggaran 2017 kepada DPRD

Kabupaten Jember untuk di bahas bersama-sama.

Selanjutnya, dalam sidang pembahasan tersebut terdapat penjelasan Bupati secara
umum tentang RAPBD Tahun Anggaran 2017 yakni menyatakan hal-hal penting

sebagai berikut :

a. RAPBD T.A 2017 mengacu pada tema penyertaan untuk Tahun 2017 yakni
“ tentang penyertaan modal pemerintah pada PDAM Kabupaten Jember”

b. Penyusunan KUA T.A 2017 disusun berdasarkan pendekatan holistic,
tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja
berdasarkan Money Follows program dengan cara memastikan hanya
program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan

sekedar karena tugas dan fungsi.
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c. Dalam RAPBD Kabupaten Jember T.A 2017, rencana pos penerimaan dan
penapatan Rp 354046 (tiga triliun lima ratus empat puluh miliar empat ratus
enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga enam puluh rupia

sebelah sen)

Belanja daerah disusun berdasarkan pndekatan money folows program. Hal
tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan program dan
kegiatan serta memperluas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Kebijakan belanja saat ini terbagi atas belanja tidak langsung dan blanja langsung.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung
dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi
perangkat daerah (OPD). Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang
dialokasikan secara langsung guna pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

perangkat daerah (OPD).

Dalam belanja tidak langsung terdapat komponen anggaran yang dapat
dialokasikan untuk secara langsung dimanfaatkan olh masyarakat. Sehingga
peningkatan alokasi belanja tidak langsung dapat menggambarkan keberpihakan
Pemerintah Kabupaten Jember pada kebutuhan masyarakat secara nyata, memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyengkut kewenangan

pemerintah.

Kebijakan penganggaran balanja langsung dalam RAPBD TA 2017 tetap dalam

kerangka penggunaan anggaran yang efisien dan efektif berdasarkan pendekatan
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money follow program dengan memberikan perhatian khusus pada pengalokaisan

belanja daerah menganut prinsip efektif dan efisien.

3. Proses Penetapan Perda APBD

Setelah RAPBD dibahas bersama Eksekutif-Legislatif dan diserahkan kepada
Kementrian Dalam Negeri. Tahapan terakhir adalah menetapkan ranperda APBD
dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah
dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat 17 November tahun anggaran
sebelumnya. Pada proses penetapan RAPBD dilakukan oleh pihak Eksekutif dan

Legislatif. hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Lukman Nasir bahwa,

“setelah RAPBD dibahas dalam rapat paripurna bersama Bupati dan DPRD,
barulah kita menetapkan APBD, jadi kita menetapkan APBD itu setalah hasil
konsultasi. Seperti besok ini kita semua berangkat semua tanggal 13 Juli. Kita
asistensi namanya, dibedah APBD. Yang kesana tinggal banggar dan TAPD.
Eksekutif itu TAPD namanya dalam hal ini sekda dengan itu saya bilang timnya
tadi dengan kementrian dalam negeri. Setelah kita hasil rapat disana, kita nunngu
hasilnya pak mentri dalam negeri, 1 minggu kemudian datang surat dari mendagri.”

(wawancara 10 Juli 2018)

Sidang paripurna penetapan persetujuan program pembetukan peraturan daerah
Kabupaten Jember dan penyampaian Laporan Akhir komisi terhadap RAPBD
dilakukan pada tgl 11 Juli 2018 Pukul 08.47-12.00 WIB, rapat ini terbuka untuk

umum, dihadiri oleh 36 dari 50 anggota DPRD, pemerintah Kabupaten, para
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undangan dan para SKPD yang berada dilingkup pemerintahan Kabupaten Jember.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember memiliki beberapa Agenda didalamnya

diantaranya :

1) Persetujuan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Jember
Tahun2018

2) Pencabutan peraturan daerah tentang irigasi tahun 2017

3) Penandatanganan 2 perda keputusan dan persetujuan bersama DPRD

Kabupaten Jember dtuengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 239 ayat (1), (2), (3), (4) undang-undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menyebutkan
bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program
pembentukan peraturan daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan
peraturan daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD,
penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah dilakukan

setiap tahun sebelum penetapan RAPBD.

C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)

Dalam bab ini akan disajikan, dibahas, dan diskusikan mengenai penyajian data
yang diperlukan dengan kajian teori yang digunakan dalam penilitian ini. Adapun
hal-hal yang akan dibahas adalah mengenai data tentang Hubungan-Legislatif

Dalam Penyerapan Anggaran (APBD) Di Kabupaten Jember 2016-2017.



90

1. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyerapan Anggaran

Hubungan-Legislatif dalam penyerapan Anggaran APBD di Kabupaten Jember
yaitu sistem pemerintahan yang tidak bisa dipisahkan antara Eksekutif (Bupati) dan
Legislatif (DPRD) dimana dalam melaksanakan tugasnya Eksekutif (Bupati)
sebagai pelaksana kebijakan Daerah atau Administrator, sedangkan tugas Legislatif
(DPRD) adalah menetapkan kebijakan daerah atau administrator. Kebijakan itu
diwujudkan dalam bentuk Peraturan daerah (PERDA) dan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD)*

“Hal yang demikian ini menjamin adanya kerjasama yang selaras antara Eksekutif
(Bupati) dengan Legislatif (DPRD) untuk mencapai tertib Pemerintahan di Daerah. Dengan
demikian, maka dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ada pembagian tugas pokok
dan fungsinya dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Bupati dan DPRD yaitu
Bupati yang memimpin di bidang eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang Legislatif.”
(wawancara 12 Juli 2018).

Pola hubungan antar Bupati (Eksekutif) dengan DPRD (Legislatif) yakni bentuk
komunikasi sebagai salah satu proses penyampaian aspirasi, pikiran, perasaan dari
sseorang kepada orang lain. Komunikasi yaitu berarti membangun kebersamaan
dengan membentuk suatu kontak dalam perhubungan. Yaitu individu-individu
saling memberi Kketerangan, pikiran, dan sikap-sikap dalam melakukan

perhubungan.*!

“organisasi tidak dapat berdiri tanpa adanya komunikasi. Komunikasi merupakan suatu
cara untuk menghubungi orang-orang lain dengan perantaraan ide, fakta, pikiran dan nilai,
merupakan jembatan pengertian diantara orang-orang sehingga mereka dapat membagi apa
yang mereka rasakan dan diketahuinya "

40 Bintan Ragen Seragih, “Himpunan Undang-Undang dasar, Undang-Undang dan
Beberapa Aturan lainya Tentang Pemerintahan Daera’ Indonesia”, Fakultas Hukum
Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. 1984, him 510.

41 Anwar Arifin, Public Relation, Pustaka Indonesia. Jakarta. 2007, him.33.
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Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Lukman Nasir, bahwa dalam
merumuskan Peraturan Daerah (PERDA) Eksekutif kurang melibatkan anggotanya

meskipun kadang kurang mendengarkan kritik dan saran.

“memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara kedua lembaga tinggi
Daerah vyaitu Eksekutif (Pemerintah Daerah) dan Legislatif (DPRD) dalam arti sempit
dalam proses dan pembuatan undang-undang.” (wawancara 11 Juli 2018)

Terlihat dalam forum rapat yang diadakan pimpinan Dewan Perwakian
Rakyat Daerah yaitu bapak Ayub Junaidi. Dalam forum rapat yang di selengarakan
di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peneliti melakukan observasi
langsung. Terlihat jelas bahwa hubungan Eksekutif dengan Legislatif kurang begitu
baik ketika sama-sama bersikukuh. Hal ini terlihat dalam proses pembahasan,
dimana pihak Eksekutif dan Legislatif saling mempertahankan pendapat masing-
masing yang mengakibatkan lambatya RAPBD dan ditunjukan dengan
dikembalikannya KUA-PPAS ke pihak Eksekutif yang berakibat adanya kendala
seperti perubahan kelembagaan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jember dan
tidak sesuai dengan rancangan awal. Proses perancangan, pembahasan dan
penatapan APBD 2017 di kabupaten Jember di pengaruhi berbagai faktor, baik
faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi
peraturan perundang-undangan dan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor
penghambat meliputi perubahan kelembagaan di lingkup Pemerintahan Kabupaten

Jember, partisipasi penyelenggara pemerintahan dan kepentingan politik.*?

42 Hasil wawancara dalam observasi di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember Pada
tanggal 11 juli 2018
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2. Proses Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

Kerja sama khususnya dalam bidang politik yaitu antara Eksekutif dan
Legislatif mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada pada umumnya
dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
(Bupati) bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Hubungan antara
Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD (legislatif) dalam konteks tatalaksana
penyelenggaraan Pemerintahan sedikit banyak ikut menetukan terciptanya situasi
yang kondusif bagi keberhasilan program program di daerah. Karena itu pola
hubungan ysng tidak seimbang antara dua lembaga harus saling menjaga stabilitas
politik di daerah.** DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bersama-
sama melakukan kolaborasi hubungan dalam bentuk komunikasi, kerjasama dan

klarifikasi yang bersifat resiprokal (dua arah).

“pemipmpin itu harus sangat peka terhadap kritikan, dan harus menerima kritikan yg
proporsional dan atau kritik yang membangun, dan harus selalu terbuka, menerima saran
dan kritikan dari bawahannya, menurut saya seperti bupati ini sangat penting dalam
organisasi dengan ketegasannya. Beliau itu pandai dan berani menggung resiko, hanya saja
beliau kurang tegas dalam komunikasi sehingga komunikasi Eksekutif dengan Legislatif
kurang baik.”

Dari beberapa uraian diatas tentang Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam
Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jember
2016-2017 ditemukan oleh peneliti bahwa Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam
Penyerapan Anggaran APBD Di Kabupaten Jember 2016-2017 kurang berjalan

dengan sebagaimana mestinya dikarenakan Eksekuif dengan Legislatuf kurang

43 |bid hal 26
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memiliki Hubungan yang baik sehingga sistem Pemerintahan Daerah (Kabupaten
Jember) beserta unsur-unsur penyelenggara yang terlibat didalamnya seperti
Eksekutif dengan Legislatif tidak bersinergi dalam menyelenggarakan
pemerintahan. Hal ini tidak sejalan dengan konsep trias seperti yang dikemukakan
Mountesque, yang mana penyelenggaraan pemerintah harus bersinegi yaitu antara
Eksekutif-Legislatif dan Yudiktif. yang ini harus diterapkan di pemerintah pusat,

maupun pemerintah daerah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

2.

Proses perancangan, dan penetapan dalam pembuatan Perda APBD di
Kabupaten Jember telah mengikuti prosedur penyusunan APBD yang ada.
Namun, dalam proses perancangan Perda APBD tidak maksimal. Hal ini
ditunjukan dengan dikembalikannya KUA-PPAS ke pihak Eksekutif akibat
adanya kendala seperti perubahan kelembagaan di lingkup Pemerintahan
Kabupaten Jember dan tidak sesuai dengan rancangan awal. Hal ini
membuat proses pembahasan cenderung lamban dan dinamis. Proses
penetapan dilakukan tepat waktu. Dalam proses tersebut melibatkan pihak
Eksekutif dan Legislatif, namun dalam hubungan antar keduanya terlihat
kurang begitu baik. Hal ini terlihat dalam proses pembahasan, dimana
pihak Eksekutif dan Legislatif saling mempertahankan pendapat masing-
masing yang mengakibatkan lambatya RAPBD diserahkan ke Mendagri.

Proses perancangan, pembahasan dan penatapan APBD 2017 di kabupaten
Jember di pengaruhi berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor
penghambat. Faktor pendukung meliputi peraturan perundang-undangan
dan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor penghambat meliputi
perubahan kelembagaan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jember,

partisipasi penyelenggara pemerintahan dan kepentingan politik.

94
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B. Saran
Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap penelitian yang berjudul

Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jember 2016-2017 ini, penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam proses perancangan, pembahasan, penetapan perda APBD Tahun
Anggaran 2017 di Kabupaten Jember mengalami banyak dinamika. Hal
tersebut dilihat dari hubungan Eksekutif dan Legislatif yang kurang baik
dalam proses pembahasan. Maka dari itu, pembentukan Perda APBD harus
dipersiapkan secara matang, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
harus ditingkatkan, para perilaku pembentuk Perda APBD TA 2017 harus
lebih memperhatikan waktu dan mengikuti aturan dalam pembuatan perda
APBD, komunikasi antara kedua lembaga tinggi daerah ini perlu
ditingkatkan ke ranah positif dan dapat mengontrol kepentingan pribadi
demi kepentingan bersama serta pola komunikasi antara Eksekutif dan
Legislatif dalam mitra kerja harus terjalin.

2. Baik pihak Eksekutif (pemrintah daerah) Maupun Legislatif (DPRD)
disarankan dapat mengikuti peraturan perundang-undangan dan melakukan
komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dengan meminimalisir
faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pembuatan

Perda APBD di Kabupaten Jember.
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